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ABSTRAK

Nama : Jusneri

Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional

Konsentrasi : Kajian Strategik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan

Judul : Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Biaya Umum
Dalam Penyusunan anggaran Pada Biro Perencanaan

Kemenierian : Hukun: dan HAM

Penelitian ini mengenai evaluasi aspek —aspek kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber
Daya, Sikap (Faktor disposisi) dan Struktur Birokrasi dalam Implemetasi Kebijakan
Standar Biaya Umum dalam Penyusunan Anggaran pada Biro Perencanaan
Kementerian Hukum dan HAM.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah : teori Kebijakan yang
melipuft Implementasi kebijakan,teori Anggaran yang meliputi proses penganggaran
dan proses penyusunan anggaran dan teori Standar Biaya.

Penelitian i menggunakan metode deskrifiif analisis dengan pendekatan kualitatif.
Informan dalam penelitian ini adalah pejabat strukfural di Bagian Penyusunan
Progran dan Pelaporan Kantor Wilayah , sfaf bagian penyusunan program dan
anggaran serta staf Biro Perencanaan yang menangani penyusupnan program dan
anggaran Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kajian pustaka,
sedangkan analisis mengacu pada teort dan konsep yang digunakan.

Dari analisis wawancara, dapat disimpulkan bahwa : Implementasi kebijakan Standar
Biaya Umum dalam penyusunan anggaran sudah berjalan dengan baik, Namun di sisi
lain standar biaya khusus pada dasamya tidak berdiri sebagai faktor tunggal dalam
menentukan Kebijakan penyusunan anggaran. Persoalan anggaran tecbentur pada
masalah pagu.Serta masth banyak kendala-kendala yang ada seperti : komunikasi
yang belum maksimal, sumber daya yang belum memadai, implementasi kebijakan
yang belum konsisten.

Hasil penelitian ini menyarankan Biro Perencanaan agar meningkatkan kinerja
sebagai koordinator dalam penyusunan anggaran dengan mengatasi hambatan-
hambatan yang ada dengan mengacu kepada perencanaan dan pengendalian yang
lebih optimal.

Kata Kunci : Standar Biaya Umum, Kebyjakan dan Penyusunan Anggaran
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ABSTRACT

Name : Jusneni

Study Program : National Resilience Study

Concentration : Strategic, Planning, Strategy and Policy

Title : Evaluation Of Implementation on Common Standard
Budgeting Ga Planning Bereau Of Ministry Of Law and
Human Right

This research is to evaluate Implementation policy viewed from four aspects of
variables Communication, Resources, Attitude, and Structure Of Bureaucracy which
effects budgeting arangement on the Planning Bureau of Indonesia’s Ministry Of
Law and Human Rights.

Theories used on this research convey from Implementation Policy, Budgeting and
Standard Budgeting. This research used analytical descriptive method with qualitative
approaches. Informants in this research varies from chief of officers in charge at
Department of Programs Plan & Reports region office, officers in charge at
Department of Program Plans & Budgeting Of Ministry Of Law And Humnan Rights.

Data Collected through in-depth interviews and literature studied review, while the
analysis performed iefers to the theories and concept that are used. From the in-depth
interview analysis can concluded the implementation policy of Common Standard
Budgeting implemented optimally. On the other side of the implementation of
Common Standard Budgeting found it could not stand as the ultimate core of

budgeting plans.

The Result of this research suggest the Planning Bureau to improve ifsell as a
coordinator on short and long term budgeting and to overcome obstacles and to

improve a better work environment of budgeting controls

Key words : Common Siandard Budgeting, Implementation, Policy, Budgeting Plans
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1, Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pasal 2 mengamanatkan bahwa Program
Pembangunan Nasional periode 2005 - 2025 dilaksanakan sesuai Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Amanat tersebut yang
kemudian dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIJMN) merupakan visi,
misi, dan program dalan1 pelaksanaan pemerintahan yang baik (Good
Governance).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan
tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJFN) 2005-
2025. RPJPN 2005-2025 secara garis besar memberikan pedoman dan arah
pembangunan dalam visi dan misi untuk periode 20 tahun ke depan, dan
merupakan acuan dari setiap tahap RPJMN yang berkesinambungan dan
berkelanjutan. RPJMN merumuskan permasalahan, sasaran serta arah kebijakan
pembangunan yang akan diambil oleh bangsa ini dalam kurun waktu 5 tahun ke
depan. Dengan demikian, RPJMN 2010-2014 ini merupakan pedoman bagi
seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga dalam menyiapkan rancangan Rencana
Strategis Kementerian/L.embaga (Renstra K/L) sesuai dengan Tugas dan
Fungsinya (TUPOKSI) sesuia dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Reformasi penganggaran yang dilakukan melalui penerapan Anggaran
Berbasis Kinerja (Performunce Based Budgeting) menghendaki struktur program
pembangunan yang berbasiskan pada kinerja. Penerapannya dalam perencanaan
jangka menengah (RPJMN)} menghendaki adanya perumusan permasalahan,
sasaran serta arah kebijakan pembangunan untuk menyelesaikan permasalahan

vpangsa dalam periode jangka menengah dengan sistematis dan terstrukitur.

. . _ 1 _ Universitas Indonesia
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Sehingga kebijakan pembangunan yang dirancang dapat terukur kinerja'
pelaksanaannya dan terjamin keberhasilan pencapaiannya.

Perumusan indikator kinerja untuk mengukur kekerhasilan pencapaian
sasaran dari setiap tahap kebijakau pembangunan merupakan bagian yang penting
dalam perumusan RPJMN 2010-2014. Keberhasilan pencapaian sasaran pada
setiap tingkatan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja dan target-
targei yang direncanzkan. Melalui monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan
pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan
bagi proses perencanaan dan penganggaran dalam periode berikutnya. Dengan
demikian pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efisien, efelttif, disertai dengan
akuntabilitas pelaksanaan yang jelas.

Alokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalara Anggaran dan Pendapatan
Belanja Negara (APBN) yang dikelompokkan dalam belanja pemerintah pusat
dirinci ke dalam jenis — jenis belanja yaitu : belanja pegawai, belanjalbara.ng,
belanja modal, pembayaran bunga hutang, subsidi, bantuan sosial, h{bah, dan
belanja lain — lain. Selanjutnya alokasi belanja dibedakan menjadi alokasi“'beianja
terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, modal, dan bantuan sosial, sedangkan
alokasi belanja non Kementerian/[.embaga terdiri dari pembayaran bunga hutang,
subsidi, hibah dan belanja lain-lain’.

Dalam pengelolaan keuangan negara, alokasi anggaran kementerian/
lembaga tidak hanya dilihat melalui peningkatan pagu Kementerian/Lembaga dari
tahun ke tahun tetapi dilihat sebagai alokasi yang efisien. Efisiensi alokasi
anggaran merupakan persyaratan yang harus dipenuhi di tengah kondisi keuangan
negara yang terbatas, harapan masyarakat terhadap layanan pemerintah selalu
meningkat sedangkan sumber-sumber penerimaan negara terbatas. Kondisi ini
menuntut perlunya pengeiolaan vang tepat. Ketidaktepatan mengukur kapasitas
atau ketidakmampuan Kementerian/Lembaga dalam menyusun anggaran dapat
menjadikan kondist mubazir, tidak efisien bahkan sangat mungkin sarat dengan
unsur "Korupsf, Kolusi darr Nepotisme” (KKN) dalam  hal  penyusunan,

pengelolaan dan pelaporan anggaran. Masih lemahnya sistem pengawasan intcrnal

' UU No. 45 Tahun 20067 tentang APBN Tahun 2008
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(SPI) oleh auditor internal memperburuk sistem penyusunan anggaran
Kementerian / Lembaga di Indonesia®.

Pengelolaan anggaran dalam hal penyusunan dan pertanggung jawaban
anggaran yang berada dalam lingkungan internal merupakan salah satu kegiatan
administrasi utama dalam pemerintahan yang menuntut prinsip tata kelola yang
baik dan mengharuskan setiap organisasi melakukan pelaksanaan anggaran

- dengan baik dan benar, sehingga setiap kegiatan yang bermuara pada penyusunan
. dan berhilir pada pertanggung jawaban dapat berjalan dengan baik serta
J._t.ransparan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Undang — Undang No. 17 Tahun 2003

___ tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan “Keuangan negara
) J : ;.‘?f:’;elola secara fertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
If:w.,.l.,lefé‘:f’nomfs, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa
A '.';};e]_aailan ” adalah payung hukum dalém mewujudkan reformasi keuangan dalam
: ..._P.P?merintahan Indonesia. Harapan luhur dapat dicerna dari perwujudan Undang ~
:I‘:'I_;r'l__jn'dang ini, yaitt menuju penguatan akuntabilitas yang lebih baik walaupun
RTINS

sasaran nya masih belum mengena. Seperti yang di ungkapkan dalam Buku

(st

IR
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Laporan Bank Dunia pada tahun 2003.
. “Indonesia is putting in place a new accountability framework which has
great potential but whose impact on accountability remains weak™?
Akuntabilitas pemerintah, transparansi kebijakan, kemudahan akses
informasi serta unsur kewajaran dalam implementasi kebijakan sesuai standar dan
kode etik, memberikan dampak yang signifikan terhadap proses reformasi
birokrasi. Reformasi birokrasi terutama yang terkait dengan konsep akuntabilitas,
akan bermuara pada penyusunan serta pengelolaan keuangan dan anggaran negara
yang sangat krusial. Anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan pelavanan publik, vang didapat dari pendapatan negara menjadi

salah satu sektor yang disorot terkait dengan isu akuntabilitas-nya.

? Dr. Hidayat Nur Wahid “Auditer Internal harus kawal proses penyusunan anggaran’.

www media-indonesia.com ( di unduh tanggal 30 Maret 2010)
* Combating Corruption in Indonesian *'Enhancing Accountability for Development”, Waorld Bank
— East Asia Poverty Reduction and Economic Management Unit, 2003, hal: 13
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Ada tiga (3) masalah serius dalam sistem penganggaran di Indonesia :*
a. The preparation and review process is flawed

..... It is driven by bureaucratic needs rather than by a policy focus.
Budgets are not performance based, with little focus on outputs and
ouicomes. Because the rowtine budget is prepared by the Ministry of
Finance and the development budget by Bappenas... "

b. The budget is systematically under-funded.

- .. Under-funding has characterized budget making in Indonesia for a
loig time. This tends to undermine the efficacy of the contract berween the
state and implementing agencfés.. ¥ '

c. Substantial off-budget funding reduces scope for public scrutiny
“...Systematic under-provision based on an implicit assumption that the
agencies being underfunded would find other means of raising resources,
by no means unigue to Indonesia, is particularly deleterious in its

consequernces for fiscal transparency and accountability.. .

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Banyak
kekurangan dalam proses penyusunan dan peninjauan alokasi anggaran pada
Kementerian / Lembaga, secara sistematis penganggaran selaiu di susun dengan
anggaran yang tidak mencukupi sehingga sulit sekali untuk menghasilkan nilai
tambah (added value) /tidak mencapai sasaran hal ini diitengarai ada sejumlah
anggaran pendanaan yang besar yang disembunyikan dari pengawasan publik.

Sesuai Undang — Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
penganggaran di Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan tiga pendekatan,
yaltu Penganggaran Terpadu (Unified Budgeting), Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah (KPIM) / Medium Term Expenditure Framework (MTEF), dan
Penganggaran Berbasis Kinetja (Performance Based Budgeting). Definisi dari
tiga pendekatan tersebut yaitu : penganggaran terpadu adalah penyusunan rencana
keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk selurul jenis belanja
guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang di dasarkan pada prinsip

pencapaian efisiensi alokasi dana. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

* ibid
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(KPJM) adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan
pengambilan keputusan terhadap kebiiakan tersebut dilakukan dalzm perspektif
lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya
keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam
prakiraan maju.

Penganggaran Berbasis Kinerja adalah penyusunan anggaran dengan
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang
diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

| Dalam menerapkan penganggaran berbasis kinerja diperlukan standar biaya,
indikator kinerja dan evaluasi kinerja. Dua hal tersebut disusun dan
dikembangkan oleh Kementerian / Lembaga, sedangkan standar biaya ditetapkan
;C)Ieh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian / Lembagas.

Berdasarkan hukum proses penyusunan anggaran telah di atur dalam
Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2004, Tentang Penyusunan RKA-KL, Pasal 7
ayat (2) dan (4) “Standar biaya yang ditetapkan dapat berupa standar biaya

masukan pada awal takap penerapan anggaran berbasis kinerja, dan nantinya

‘menjadi standar biaya keluaran. Dan juga diperkuat oleh Peraturan Menteri

Keuangan No. 01/PM.2/2009 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran

%2010 Pasal 1 “Standar Biaya Umum adalah saruan biuya paling tinggi yang

e

" ditetapkan sebagai biaya masukan atau indeks satuan biaya keluaran yang
bersifat lintas kementerian negara /lembaga dan atau lintas wilayah’.

Standar biaya dalam penyusunan anggaran diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan No. 01 / PM.2/ 2009 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran
2010. Standar Biaya umum digunakan sebagai pedoman kegiatan dalam
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Tahun

Anggaran 2010

* PP. No. 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
/ Lembaga.
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Gambar 1.1. Alur Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran
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Sumber : Dirckiorat Jenderal Anggaran — Kementerian Keuangan

Berkenaan dengan hal terscbut, Kementerian Hukum dan HAM telah
melaksanakan implementasi penganggaran berbasis kinerja sejak tahun 2007,
Sejalan dengan hal tersebut yang tertuang dalam Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Hukum dan HAM nomor M.04.PR.07.10 tahun 2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum darn HAM, telah menjadi tugas
pokek dan fungsi Penyusunan Anggaran pada Biro Perencanaan yang berlaku
sejak tahun 2008. Namun penerapan kebijakan anggaran berbasis kinerja di
Kementerian Hukum dan HAM belum sepenuhnya tercapai. Indikator kinerja

belum jelas dan tidak terstruktur dengan baik. Akan tetapi dari segi pelaksanaan
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teknis, sudait berjalan dengan acuan dari kebijakan serupa di Kementerian

Keuangan®

Pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan
HAM dalam hal ini Biro Perencanaan, dapat dijadikan sebagai salah satu indikator
penerapan anggaran berbasis kinerja dalam mengukur pencapaian hasil
pelaksanaan kegiatan dari suatu program yang dilakukan oleh satuan kerja.
Variabel kontrol melalui mekanisme penganggaran dapat dilakukan melalui mata
anggaran kegiatan.

Penyusunan anggaran sebelum tahun 2008 ini dilakukan dari bawah ke
atas (botrom up plaxning). Pengertian dari bawah ke atas adalah perencanaan
anggaran disusun dan diusulkan mulai dari tingkat Unit Pelaksana Teknis, Kantor

Wilayah, kemudian tingkat pusat yaitu Biro Perencanaan sebagai pelaksana

| penyusunan Anggaran. Produk dari perencanaan penyusunan anggaran tersebut

berupa Program Kerja dan Rencana Anggaran’. Berdasarkan program kerja dan
rencana anggaran ini kemudian diusulkan ke Pemerintah dalam hal iai
Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Penyusunan anggaran pada Kementerian Hukum dan HAM di Biro
Perencanaan saat ini mengacu kepada standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan yaitu Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Kisus® (SBK).
Standar Biaya Umum memiliki sifat dapat digunakan oleh seluruh Kementerian /
Lembaga diseluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Penetapan Standar Biaya
Umum merupakan kewenangan Menteri Kevangan.

Standar Biaya Umum (SBU) yang disusun harus memiiiki relevansi antara
alokasi anggaran dengan keluaran (output) suatu kegiatan yang direncanakan serta
keterkaitan antara kegiatan dengan program Kementerian Negara / Lembaga
sehingga dapat diperoleh pembiayaan kegiatan secara wajar dan cfisien. Untuk
program dan kegiatan yang direncanakan diperlukan dukungan dana yang lIebih

memadai. Tanpa dukungan dana yang memadai sulit diharapkan autuk

® Hasil kesimpulan dari penelitian Sari Mesfriati, Tesis, 2008, Analisis Implementasi Kebijakan
Anggaran Berbasis Kinerja pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM, Universitas
Indonesia

? Pada tahun 2005 Nomenklatur Departemen Hukum dan HAM berubah menjadi Kementerian
Hukum dan HAM

? ibid
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mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Sampai sckarang anggaran Kementerian
Hukum dan HAM masih rendah.

Dalam hal penyusunan anggaran di Kementerian Hukum dan HAM
terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis
kinerja. Unit Kerja yang dalam menyusun perencanaan anggaran masih ada yang
tidak menggunckan Standar Biaya Umum (SBU) sebagai acuan dalam menyusun
perencanaan anggarannya dan tidak melaksanakan koordinasi dengan Biro
Perencanaan. Selain itu, di dalam perencanaan anggaran diduga pula tidak
maksimal menggunakan ketentuan — ketentuan anggaran, melampaui tugas dan
fungsinya, tidak mempertimbangkan jumlah dan kesesuaian kebutuhan pegawai,
tidak mempertimbangkan kemampuan atau potensi anggaran, karena hal tersebut
sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang tiap tahunnya tidak bisa dicairkan karena
melebihi Standar Biaya Umum yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal
Anggaran hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah:
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Tabel 1.1
KEGIATAN BLOKIR /REViSI SAPSK TA 2010
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (DAERAH

Lampiran : Surat DJA
Nomor 1 S-664/AG/2010
Tanggal
(dalam ribuan)
Kode Nama Kode Kade Nama Sub Tetal Ket
Satker Satker Kepiatan Sub Keg Kegiatan Blokir
407988 | Kanim 01.01.09.0002 | 01138 [ Perawatan kend.roda 4 48.000 Melebili
Cilacap sSBU
02005  |PerawatanKend roda-2 19,600 Melebihi
SBU
652343 | KanimPati | 01.01.09.0002 | 01138  [Perawatan kend.roda 4 40.000 Melebihi
SBU
01.01.00.0002 | 02005 |k Perawatan Kend roda-2 | 18.000 Melebilir
SBL
498417 | Kanim 01.01.09.0002 | 00256 | Perbaikan Peralatan K | 32.300 Melebihi
Mamuju SBU
01138 | Perawatan Kend roda-4 | 23.650 Melehihi
SBU/
o205 [ Ferawatan Kendroda-2 14 600 | petebini
SBU
408142 | Kanim 01.01.03.c002 Operasional Pelayanan | 78175 Melehihi
Palembang Hk ' SBU
408164 | Kanim 01.01.09.0002 | 00205 Pecrawatan 2.510 Melebihi
Tanjung Ged.kantor SBU
Karang 00926 Fengadaan 175.900 | Afelebiti
Perait/Perlktr SBU
01138 Perawatan kend.roda | 80.000 Melebihi
4/6/10 SBU
108203 Kanim g | ¢1.01.09.0002 | 00205 Perawatan  Gedung | 50.000 Blokir
Pandun Ris Narend
Melebiti
SRU

Sumber : Direktorat Jenderal Anggaran, diolah Biro Perencanaan
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I.2. Perumusan Masalah

Dari matrik diates dapat disimpulkan bahwa Standar Biaya umu masih
kurang diterapkan dalam penyusunan anggaran yang menimbulkan banyaknya
kegiatan yang tidak dapat di cairkan atau diblokir, Sehingga peneliti ingin
mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Standar Biaya Umum (SBU)
dalam penyusunan anggaran pada Kementerian Hukum dan HAM apakah yang
sudah ada telah berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur implementasi kebijakan mencapai sasaran atau tujuan
yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan, George C. Edward III (1978:295-305)
berpendapat ada 4 (empat) aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan
yang saling berinteraksi yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Sikap, dan
(4) Struktur Birokrasi. Dalam hal ini Standar Biaya sebagai salah satu komponen
ini dari Anggaran Berbasis Kinerja yang adalah bagian dari implementasi
kebijakan telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM walaupun
masih ditemui kendala — kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan uraian
tersebut maka yang menjadi pertanyaan peneclitian adalah sebagai berikut :

» PBagaimana Implementasi Kebijakan Standar Biaya Umum dalam

Penyusunan Anggaran pada Biro Perencanaan Kementerian Hukum

dan HAM ?

I.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut diatas, maka

penelitian ini bertujuan untuk :

Untuk mengetahui sejauiimana implementas: Kebijakan Standar Biaya Umum
dalam penyusunan anggaran pada Birc Perencanaan Kementerian Hukum dan
FIAM serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Kebijakan

Standar Biaya Umum dalam Penyusunan Anggaran.
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1.4. Manfaat Penelitian
Beberapa manfaat yang diharapkan deri penelitian ini dapat dijelaskan
sebagai berikut :

1. Bagi akademisi, Memberikan sumbangan saran dan pengetahuan yang
mungkin dapat berguna bagi penyempurnaan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Kementerian Hukum dan HAM, penelitian ini dapat menjadi
reierensi dan masukan dalam pengambilan keputusan yang berkenaan
dengan implementasi kebijakan penyusunan anggaran agar lebih optimal

3. Bagi Kementetian lain, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis
berupa konsep, model, maupun znalisis untuk penyempurnaan penelitian

selanjutnya mengenai penyusunan anggaran.

1. 5. Batasan Peneclitian.

Penelitian ini menggali mengenai implementasi kebijakan standar biaya
umum (SBU) dalam penyusunan anggaran pada Kementerian Hukum dan HAM,
tmgkat efektifitas standar biaya umum (SBU), serta faktor-faktor lain yang
mempcngaruhl implementasi kebtjakan standar biaya umum.

Periode yang digunakan dalam penelitian ini hanva 4 (empat) tahun. Diambil
tahun sebelum dan sesudah pelaksanaan anggaran berbasis kinerja vaitu tahun mulai

trahun 2007 sampai sekarang pada Kementerian Hukum dan HAM.

1. 6. Kocaslian Penelitian
Sebelum penelitian ini dilakukan, telah banyak penelitian yang membahas
tentang Penyusunan Anggaran pada Instansi Pemerintah. Penelitian — penelitian

yang dimaksud diantaranya adalah :

. . i ] Universitas Indonesia
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Tabel 1.2. Penelitian — Penelitian Terdahulu

12

Judul Peneliti . Metode Kesimpulan
Penelitian dan Tahun U_ralan Penelitian Penelitian
Persepsi Pegawai | Mailani Menjelaskan | Menggunakan | Partisipasi
Tentang, Amperawan, | persepsi metode Perencanaan
Perencanaan 2003 pegawat kualitatif . Anggaran belum
Anggaran di tentang yang di angka | memadai dan
Sekretariat perencanaan | kan  dengan | perencanaan anggaran
Negara R1 anggaran menggunakan | yang diusulkan tidak
skala transparan dan tidak
pengukuran dikotnunikasikan
(Mixed kepada pegawai
Method)
Analisis H. Muzakir | Menganalisis | Menggunakan ; Belum ada petunjuk
Pengukuran Zaini, 2004 | penyusunan | metode pelaksanaan dalm
Anggaran Dengan anggaran kualitatif penyusunan Rencana
Sistem dengan dengan Anggaran Satuan
RencanaAnggaran Sistem pengumpulan | Kerja dan koordinasi
Satuan Kerja Rencana data melalui { lintas sektoral belum
Dinas Keschatan Anggaran wawancara terlaksana saat
Prop. Sum-Sel Satuan Kerja | mendalam penyusunan RASK
terhadap
informan
Efektivitas Christianus | Meneliti Menggunakan | Pengembangan
Standar Biaya | Deddy efektivitas metode standar biaya dalam
Khusus  Dalam | Wibowo, penerapan kuntitatif tingkat kegiatan dan
Penganggaran di | 2009 Standar dengan disesuaikan pada saat
BPOM Biaya beberapa pelaksanaan
Pendekatan Cost Khusus variabel penyusunan !
Costing (SBK) efektivitas anggaran.
| Anaiisis Sari Menganalisis | Menggunakan | Implemantasi
Implementasi Mesfriati, Implementasi | metode Kebijakan Anggaran
Kebijakan 2009 Anggaran kualitatif Berbasis Kinerja telah
Anggaran Berbasis dengan sesuai dengan E
Berbasis  Kinerja Kinerja wawancara pedoman vy
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[pada  sekretariat [ mendalam ditetapkan dan
lenderal terhadap nmengikuti alur
Departemen informan pelaksanaan  proses
Hukum dan HAM penganggaran

berbasis kinerja
sesuai aturan

| Analisis Rahardyanto, | Menganalisis Menggunakan | Optimalisasi  dalam
Pengelolaan 2009 Aspek metode aspek  perencanaan
Anggaran  pada perencanaan | kualitatif dan pengendalian

1 Kantor Wilayah dan dengan manajemen untuk

} "Depariemen pengendalian | wawancara kegiatan pengelolaan
Hukum dan HAM pada mendalam anggaran secara
Banten kegiatan terhadap umum belum berjalan

pengelolaan | informan dan pengelolaan
anggaran di anggaran yang belum

r Kanwil transparansi

Kementerian
Bk - dan |
HAM Banten
tratem Anna Emita, | Menganalisis | Menggunakan | Pelaksanaan
Pengeiolaan 20607 Starategi metode anggaran(penyusunan
anggarart pada Pengelolaan | kualitatif anggaran,pclaksanaan
Sekretariat anggararn dengan anggaran,pertanggung

Jenderal pada wawarncara jawaban/pelaporan
Departemen Sekretariat mendalam anggaran} pada Biro
Hukum dan HAM Jenderal terhadap keuangan belim

Depariemen | informan berjalan sesuai
Hukun  dan peraturan yaug
HAM beriaku
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Penelitian scbelummya dengan menggunakan metode kualitauf vyaitu
menganaiisa Impiementasi  sistem  punyusunan anggaran berbasis kinerja.
Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mengevaluasi implementasi kebijakan
Standar Biaya Umum dalam penyusunan Anggaran berbasis kineria yang sudah
berjalan sejak tahun 2007 pada Kementerian Hukum dan HAM dengan

menggunakan teori George C.Edward [H vang menggunakan empat variabel.
1.7, Sistematika Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, pokok — pokeck pikiran yang dituangkan
tersusun dalam bab — bab sebagai berikut :

BADB I PENDAHULUAN

Bab int menguraikan (enlang latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penclitian, manfaat penelitian,

ruang linglkup penelitian dan sistematika penulisan.
BAB IY TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori — teori yang terkait
dengan Kebijakan Publik, Teori impelementasi Kebijakan,
Teori Anggaran,Teont Penyusunan Anggaran, Standar

Biaya.
BAB II0 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan metode yang akan digunakan
Jenis Penelitian, Objek dalam peneliiian, lokasi penelitian,
tekuik pengumpulan data, Metode dan teknik pengolahan
cata.

BAB IV GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dalam bab ini akan di sajikan obyek penelitian serta
gambaran singkat mengenai Gambaran Umum dan

Organisasi Kementerian Hukum dan HAM RI1
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BABY HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang
dilakukan dengan metode yang digunakan sebagaimana i

uraikan dalam bab sebelumnya.

BAB VI KESIMFULAN DAN SARAN
Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari hasil peneliiian
serta saran -- saran yang akan di berikan oleh penulis dalam
mengukur Standar Biaya Umum pada Kementerian Hukum

dan HAM RI
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Kebijakan Publik

Kebijakan pada umumnya bessifat problem solving dan proaktif. Berbeda
dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif
dan intepratatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa
yang tidak boleh”. Kebijakan jugs diharapkan dapat bersifat umum tefapt tanpa
menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang
diinlepretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Masth banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang
kebijakan. Beberapa orang menyebut policy dalan sebutan “’kebijaksanaan”, yang
maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan
yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasi!
keputusan formal organisasi.beberapa.

Scmentara itu pendapai Dunn analisis kebijakan merupakan proses
menghasilkan pengeiabuan mengenai proses kebijakan untuk menyediakan
informasi kepada pengambil kebjjakan untuk memikirkan kemungkinan
pemecahan masalah kebijakan,” sedangkan dalam bukunya yang Jain Dunn
mendefinisikan analisis kebijakan sebagai aktivitas intelektual dan praktis untuk
micnciptakan, secara kritis memilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang
dan di dalam proses kebijakan.'” Dari kedua pendapat Duna dapat disimpulkan
bahwa aualisis kebijakan bertujuan untuk memberikan informasi, kritik, serta
rekomendasi kepada para pembuat serta pelaksana kebijakan untuk menjalankan
kebijakan dengan tepat, schingga wjuan utama perumusan kebijakan, yakni untuk

mengatasi perinasalahan dapat dilaksanakan dengai baik.

Menurut Willlam N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis

kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosiai terapan yang menggunakan berbagai

? William M. Dunn. “Analisa Kebifaksanaan Publik.” terjemahan Muhadjir Darwin. Yegyakasta
1 PT. Hanindita. 1988. Hal 35.

19 Wittiarm N. Dunn. “Pengentar Analisis Kebijakan Publik. terjemahan Samodra Wibawa,
dkk. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2000. Hal 44.

16 Universitas Indonesia
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macam mctede penchitian dan arpumen untuk menehasdbon dan memindahkan
infonnast yany relevan dengan kebijaken, sehinggoa dupat dimaniaatkan di tingkat
politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan,

Weimer and Vining, {1998:1) mendefimistkan kebijakan adalal

¢ The produci of policy analvsis is advice. Specificadiv, it is advice that

inform some public policr decision !

scdangkan dalam bukuava yang lain Duan mewdefinisikan  analisis

kebijakan sebagai aktivites imielektuai dan praktis untuk menciptakan, secara
kritis manilai, dan mengkemunikasikan pengetahivan tentang dan di dalam proses
kebijakan.'? Dari kedvs pendapat Dunn dapat disimpulkan babiwa analisis
kebijakan bertujuan vmtuk memberikan infoonast. keitik. serta rekonendast
kepada para pembuat sertza pecleksana kebijakan uniuk menjalankan kebnakan
dengan tepal, schingga tujuan utama perumusan kebijakan, vakni untuk mengatast

permasalaban dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan definisi-definisi analisis kebijakan yang telall disampaikan
diatas, miaka analisis kebijakan merupakan nasehat atav hehan pertimbangan
pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah vang dihadapi, fugas yang
mesti dilakukan oleh organisas: publik berkaitan dengan masalah terscbut, dan
juga berbagai altematif kebijakan yang mungkin bisa diambii dengan berbagai
penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan. Analisis kebijakan publik bertujuan
memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya
memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam  analisis kebijakan publik
terdapat informasi-informasi berkailan dengan masalah-inasalah publik serta
argumen-argumen tentang berbagai altematif kebijakan, sebagai bahan
pertimbangan atau masckan kepada pihak pembuat kebijzxan. Berikut ini adalah

= . L
lima prosedur dalam melaksanakan analisa kebijakan, aniara lain :°

3 weimer and Vining, (1598:1)

2 wrilliam N. Duin. “Penganiar Anclisis Kebifakan Publik.  tcrjemahan  Smnodra Wibawa, dkk.
Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2000. Hal 44.

3 Dunn. Op. Cit., Hal 20-21.
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Pcrumusan masalah, menghasilkan infomasi mengenai kondisi-kondisi yaung
mcnimbulkan masalah kebiiakan.

Peramalan, menyediakan infermasi mengenal konsekusnsi di masa yang akan
datang dari penerapan kebitakan,

Rekomendasi, menyediakan infonmasi miengenai nilai atau kegunaan relatif
dari konsckuensi masa mendatang dari pemecahan masalah,

Pemantaunan, menghasilkan informiasi mengenai kensckuenst sekarang dan
masa lalu dari diterapkanaya kebijakan,

Evaluasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan daci

konsekuensi peniecahan atau pengatasan masalah.

Gambar 2.1. Prosedur Analisis Kebijakanp

sl Peramalan Ma.szidepan Rekomnendasi
ketijakan — _—/ kebijakan
1 = L
I 1

l ( Evaluasi * facsia
kebijakzn

i L

Hasii Pemzntauan K bm‘j(
" akan
kebijakan ol

Perumusan
Masalah

Sumber : William M. Dunn. “Pengantar Analisis Kebijakan Publik. " Terjemahan Samodra
Wibawa, dkk. 2000. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Hal 21.

Dalam melaksanzkarn aralisis kebijakan axtivitas yang dilakukan bersifat

politis, dimana proses pembuatan kebijakan divisualisasikan schagai serangkaian

tahapan yang terdii dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi

kebijakan, impleynentasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.!® Dengan demikian

analisis kc‘oijakar; dapat menghasilkan informasi yang 1elevan pada safu,

beberapa, atau selurui proses tahap kebijakan, tergantung jenis permasalahannya.

Y 1bid., h

L
I~

by
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Tiap tahap dalam proses kebyjakan saling berhubungan dan terkait dengan
presedur analisis kebijakan, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan yang
relevan dengan kebijakan yang dapat mempengaruhi aswiast, keputusan, dan aksi
dalam satu tahapan, dan secara tidak langsung akan mempengarvhi tahap-tahap
berikutnya. Aktivitas dalam prosedur amalisis kebijakan merupakan tahapan

tertentu dari proses kebijakan.'® [al ini ditunjukkan dalan: bagan sebagai berikut:
Guambar 2.2.

Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan dengan Tipe-tipc Kebiiakan

—_bL Perumusan Masalah l (" Penyusunan Agenda
. ‘\---‘——____’_-

Peramatan <—F;rmuiasi Kebiiakan

Rekomeindasl | iy Adopsi Kebijakan

: | —_—
* | Pemantauan | (- lmplementasi Kebijakan
| —

__{ Evaluasi @Kebi}akan
——-—'—'—‘_'_'_-—/

Sumber : William N. Dunn. “Pengantar Analisis Kcbijakan Publik.” wrjemahan Samodra
Wibawa, dkk. 2000. Yogyakarta : Gadjah Madz University Press, Hal 25.

F 3

Berdasarkan bagan di atas, proses perumusan masalah sebagai tahap awal
pcmbuatah kebijakan memasok pengetahuan yang releven dengan kebijakan yang
menekankan pada asumsi yang menjadi dasar permasalahan dan memasuki proses
pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (egenda setting). Perumusan
masaiah wembantu menemukan asumsi-asumst vang tersembunyi, mendiagnosis
penyzbabnya, memstakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, dan memadukan

pandangan yang berteniangan, serta merancang peluang kebijakan baru.

Pada tahap peramalan menyediakan pengetabuan vang relevan mengenai
kebijakan menyangkut masalah yang akan icijadi di masa mecndatang akibat

digunakannya altemnatif pada tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji

5 Ihid.. hai 23.
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masa depan vang fleksibel, potensial, mengestimasikan akibat kebijakan yang ada
atau yeng diusulkan, dan mengendaiikan kendala yang mungkin terjadi dalam

pencapaian tujuan, scrta mengestimasikan kelayakan politik.

Pada tahap rexomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan
kebijakan mengenai manfaat atau biaya dari berbagai altematif yang akibatya di
masa mendatang telah diestimasikan imelalui peramalan. Hal ini meinbantu para
pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu
mengestumasikan tingkat resiko dan ketidakpastian, mengstahui akibat yang dapat
muuncul, dan menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, serta menentukan

pertanggungjawaban adnunistratif bagi implementasi kebijakan.

Pada tahap pemantauan menyediakan pengetahuan yang relevan dengan
. dampak kebijakan yang diambil sebclumnya dengan menggurakan indikator-
indikator di berbagai bidang, yang membantu para pengambi! kebijakan dilam
tahap implementasi kebijakan. Pemantavan akan membantu menilai tingkat
kepatuharn, mencmukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan
prograni, dan mengindentifikasikan bambatan dan rintangan implementasi, serta

meuneniukan pilak-pihak yang bertanggung jawab dalam setiap tahap kebijakan.

Tahap evaluasi menghasilkan pengetahuan yang relevan mengenai
ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang dihasilkan,
sehingga membantu ‘pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan untuk
pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya .menyimpulkan scberapa jauh masalah
terselesaikan, fetapi juga memberikon kritik terhadap nilai-nilai dasar keﬁijakan,

serta membantu menyesuaikan dan merumuskan kembali permasalahan.

Bromley (1989:34) teiah menyusun model kebijakan berdasarkan hirarks
dalam pengambilan keputusan, ada tiga tingkatan vang berkaitan dengan proses
penvusunan kebijakan, yaita Pelicy level, Organizational level dan Operational
level. Hirarkhi dalam proses penyusunan kebijakan tersebut digambarkan di dalam

gambar berikut
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Gambar 2.3 : Hirarkhi dalam proses peryusunan kebijakan

| v

‘ Tahap kebijakan
—

l

Aturzn-ateran vg dibentuk cleh institusi

Taliap Crganisasi

F 3

Aturan-aturan vg dibentuk olch institusi

l

Tahap Operasional

l

pola-pola intaraksi
i

!

vang dihasilkan

l

Penilaian Akhir

Sumber: Dani<l W. Bromley. Economic Iuterest and Inziiiviions: The Conceptzal Foundations of
Public Policy. New York: Basil Blackwell. 1989 hal.33
Gambar diatas mcaunjukkan tingkatan kebijakan dimana setiap tingkatan

masing-masing membuat pengambilan keputusan. Bromley menjelaskan'® :

“In a democracy the policy Ievel is represented by the legisiative and

Jjudicial branches, while the organizaticnal level is represented by the
exccutive branch. At the cperational level finds the operating units in
society- whose daily actions resuit in certain observed outcomes.”

Y Ibid.. hal 33
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Menurut pendapat di atas, bahwa kehijakan tentang masalah-masalah
umom terkait dengan kehidupan masyaiakat dibazhas dan diformulasikar pada
policy  levelsedangkan mengimplementasikan kebijakan tersebut pada
organizational level disertai dengan peraturan-peraturan dan hukum untuk
melaksanakannya dan tenfu saja program-program kegiatan yang mendukung
kebijakan, dengan kata lain tidak mengada-ada. Verakhir, pada operational level
adalah pelakua kebijakan yang langsung berhubungan dengan publik dan dapat
fangsung mengetahui atau merasakan eufcomes dari kebijakan yang dibuat oleh

kedua level diatasnya.

2. 2. Implementasi Xebijakan

Implementasi kebiiakan pada prinsipnya adalah ca'ra agar sebuah
kebijakan dapat mencapat tujuannya. Menurut Dwidjowijoto (2003:158) bahwa :

“Untuk mengimpiementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan

langkah yang ada, yailv langsung mengimplementasikan dalam bentuk —

bentuk program atau melaiui formulasi kebijakan cerivat ataa tirunan dard

ketijakan tersebut”’ 7

Dalam hal implementasi kebiiakan sebagaimana dikemukakan oleh Dunn
(19-99 : 80) berpendapat bahwa implementasi kebijakan (policy implementation)
pada dasamya merupakan aktivitas praktis, yang dibedakan dari formulasi
kebijakan, yang pada dasarnya bersifat teoritis. Implementasi kebijakan berarti
pelaksanaan dan pengendalian atah tindakan kebijakan sampai tercapainya hasil

kebijakan itu sendiri.!®

Implementability suatu kebijakan, menurut Grindie {1980: 8§ - 12) sangat
ditenfukan cleh isi kebijakan {content of policy; dan konteks kebijakan (context
of pelicy). Isi kebijakan mencakup':

1. kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;

2. jenis manfaat yang akan dihasiikan;

Y Dwidjewijoto, Kebijokr Publik dan forsufasi implemsntasi Jan evatuasi, PY Elex Medic Komputerindo, jukarta
£2002:158) -

® Duinn (1999 : 59)

" Grindle , morice S, Politics and policy Implementetion in the Thind World(1950: 8 - 12)
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derajat perubahan yang akan diinginkan:

L

kedudukan pembuat kebijakan;

siapa pelaksana program dan

o v

sumberdaya yang dikeralikan. Scdang konteks kebijakan mencakup

(a) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor vang terlibat,;

(b) karakteristik lembaga dan penguasa:

(¢) kepatuhan serta daye tenvkap pelaksara teriadap kebijakan.

Di sini kcbijakan yang menyangkut banvak kepentingan vang berbe:la
akan Icbih suvlit diimplementasikan dibanding yang menyangkut scdikii
kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai
pinak (politisi, pengusaha, masyarakai, kelompok sasaran dan scbagainyaz)
dalam mnplementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas
implementasi kebijakan.

Adanya dua sudul pandang dalam studi implementasi kebijakan ini juga
dikemukakan oleh Ripley (1984: 134 — 135), bahwa studi implementasi
mempunyai dua foci pokok yaifu kepatuhan {complience) dan apa yang terjadi
setelah sunatu kebijakan dilaksanakan (what's kappening). Kepatuhan ini muncal
dari literatur administtast publik dan perspekiif ini lebih memusatkan
perhatiannya pada apakah badan dan individu bahwahan mematuhi perintah badan
atau individu atasannya. Perspekiif ini lebih merupakan analisis karakier dan
kualitas dari perilaku organisasional. Menurut Ripley (1984: 133), paling tidak
ada dua kekurangan dar perspektif ini. yaitu banyak faktor non-birckratis yang
berpengarth dan ada program-program yang fidak disusun dengan baik
(maldesigned). Sedangkan perspektif yapg kedua, yaim perspektif wial'’s
happpening, sangat berbeda dengan perspektif kepatuhan. Perspektif ind
berasumst adanya banyak faktor vang dapat dan telah mempeagaruh
implementasi kebijakan. Faktor tersebut utamanya berasal dari Hngkuangan luar
kebijakan®®.

Menurut Wahab (1990 : 88} terdapat lima bagian yang dapat diajukan untuk
dinilai atau dievaluasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu kebijakan

publik, yaitu ouput kebjjakan atau keputusen dari badan pelaksana, dampak nyata

2 Ripley (1984: 134 - 135}

Universitas Indonesia

Evaluasi implementasi..., Jusneni, Program Pascasarjana Ul, 2010



keputusan terhadap badan pelaksana, persepst terhadap keputusan dari badan
pelaksana, dan evaluasi kebijakan atau peraturan perundang ~ undangan yang
biasanya bersifat politis, baik untuk perbaikan ataupun peayempurmazn

pelaksanaan kebijakan®.

Selanjutnya untuk mengetahui atau mengukur suatu kebijakan bentuk
peraturan untuk mencapai sasaran atau tujuan vang dikehendaki oleh pembuat
kebijakan, George C, Edward (Il {1978 : 295-305) mengemukakan pengertian
miplementast kebijakan sebagai berikut :

“Policy implemeutation as we have seen, is the stage of policy making
henveen the establishment of policy such as the passage of a legislative act,
the issuing of an executive order, the handling down of judicial decision, or
the promulgction of a regulatory rile, and the consequences of the policy

for the people whom itaffects "

Dard pengertian im terlihat bahwa pelaksanaan atau implementasi kebijakan
merupakan suatu tahapan pembuatan kebijzkan seperti UU yang ditetapkan badan
iegislatif, pelaksanaan oleh ecksekuiif, pesvusunan aturan | pciak'sanaan sorta
dampﬂk kebijakan. Untuk memahami keberhasilan implementast kebijakan
Edwards, memperkenalkan suatmu pendekatan dengan mengc'mukzikan beberapa
faktor penting yang saling berinteraksi dan mempengaruhi proses implementasi
kebyjakan.

“we shall attempt to answer these important questions by considering four
critical factors or variables in  implementing public policy
communication. resources, disposition or attitudes and bureaucratic

& nz
siruciure 3

Meaurut George C. Edward I dalam fmplementing Public Policy ada

empat fakior yang berpengaruh terbadap kcberhasilan atau kegagalan

' Wrheh, Solicin Atdul, (2002), dnatisisKchijaksanaan :Dari formulasi Implenicniasi Kebifaksanaun Negara, Bumi
Aksam, Jakanta
?? George C. Edwards. “fmplementing Public Policy . Washington DC: Congressional quarterly

Prese. 1980 hal 1
B mhid, hat 10
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implementasi sualu  kebijakan, yaitu komunikasi, faktor sumber daya,

. - . . 24
disposisi, dan struktur birokrasi, 2

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahiwa Implemeritasi mengacu pada
tindakan untuk meucapai tujuan-fujuan yang telah ditetapkan dalam suatu
keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut
meijadi pola-pola operasional serfa berusaha mencapai perubahan-psmbahan
besar atau kecil sebagumimana yang telah diputuskan sebelumnya, Impiementasi
pada hakikatnya juga upava pemahaman apa yang scharusnya terjadi setelah
sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan
instanst yang bertanggungjavab untuk pelaksanaan kebijakan terscbut, namun

juga menvangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial.

Beberapa model implementasi kebijakan di atas menunjukkan bahwa tidak
ada variabel tunggal dalam suvatu kegiatan implementasi kebijakan. Keberhasilan
implementasi kebijakan sangat difentukan oleh banyak faktor, baik menyangkut
kebijakan vang diimplementasikan, pelaksana kebijakan. maupun lingkungan di
mana kebijakan ferscbut diimplementasikan (kelompok sasaran) Namun
demikian, melihat berbagai model di atas nampaknya faktor lingkungan (kondisi
sosial, ckonomi dan politik) di mana kebijakan itu dimplementasikan,
komunikasi antarorganisasi dan birokrasi pelaksana menjadi faktor dominan bagi
penentu keberhasilan implementasi kebijakan.

a. Faktor Komunikasi

Variabel ini terdiri dari sub komponen seperti transmisi (transmission)
antara pelaksana dan penerima program, kotaponen kejelasan persoalan (clarity),
dan komponen kounsistensi (con:;fsrency).zs Diiensi transmisi menghendaki agar
kebijakan publik disampaikan tidek hanya kepada pelaksana {fmplementors)
kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak
lain yang berkepentingan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang
ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dapat diferima dengan
jelas schingga diantara mereka mengetaini apa yang menjadi maksud, tujuan,

sasaran, dan substansi kebijakan tersebut. Dimensi konsisteusi menghendaki

3“: Ibid., hal |7
* Ihid., hal 54
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kepatuhan para pelaksana terhadap kebijakan serta dampak yang timbul dari

implementasi kebijakan iersebut.

Keberhasilan impiememasi kebtjakan mensyaratkan agar implementor
mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa vang menjadi tujuan dan sasaran
kebijjakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan
mengurangi distorsi implementasi.  Suate kebijakan yang tidak jelas afau
vahkan tidak diketahui sama sckali oleh kelompok sasaran (target greup),
maka kemungkinan akan terjadi  resistensi  dari  kelompok sasaran.
Implementasi akan besjalan clektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan
kebijakan  dipahami oleh inadividu-individu yang bertanggungjawab dalam
pencapaian tujuan kebijakan. Kejelzsan ukeran dan tujuan kebijakan dengan
demikian perlu dikomunikasikan sccara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi
atau keseragaman dan ukuran dasar dan tujnan perlu dikomunikasikan sehingga
implementors mengetahui sccara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.
Komuaikasi dalam organisasi merupakan suwatu proses yang amat komplcks dan
rumit. Séseorang Dbisa menahannyva hanya wuntuk kepentingan fertentu, atau
menyebarinaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan
melahitkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi bejalan efekitif,
siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui
apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus
diterima oleh semwa personel dan hamus mengerti secara jelas dan akurat
mengenahi maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah
melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti
apa sesunguhnya yang akan diarabkan. Para implemetor kebijakan bingung
dengan apa vang akan mereka lakukan sehingpa jika dipaksakan tidak akan
mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya kommnikasi kepada para
implementor secara seritis mempengaruhi implementasi kebijakan.

b. Faktor sumber daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementast
program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikiim. Jika personel yang
bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam

melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumilah staf, keahlian
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dari para pelaksana, informasi  yang  relevan  Jan cukup  untuk
mengimplementasikan kebijakan dan pemenvhan sumber-somber terkait dalam
pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat
diarahkan kepada sebagaimana yamg dibarapkan, serta adunya lasilitas-fasilitas
pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana
dan sarana prasarana.Sumberdaya manusia yang tidak wmemadahi Jumiah dan
kemampuan) berakibat tidak daput dilaksanakannya program sccara sempurna
karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf
pelaksana kebilakan terbatas mska hal yang hawus dilakukan meningkatkan
skillkemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu
adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.
Ketidakmampuan pelaksana program imi disebabkan karcna kebijakan kenservasi
energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan
program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling trdak mereka harus
menguasai teknik-teknik kelistrikan.Informasi merupakan sumberdaya penting
bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenahi
bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus
mengetahwi tindakan apa yang harus dilakukan dan infermasi tentang data
pendukung  kepetuhan kepada peraturan pemerintab  dan undang-undang.
Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang dipertukan
para pelaksapa dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana
melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak
bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga
menimbulkan inefisien. Tmplementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan
organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain
yang juga penting adalsh kewenangan untuk menentukan bagaimana program
dilakukan, kewenangan uniuk membelanjakan/mengatur keuangan, haik
penyediaan uvang, pengadaan staf, maupun pengadaan superviscr.Fasilitas yang
diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor,
peralatan, serta dana vang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapal

begalan.
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Walaupun isit kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan
konsisten, tetapi apabila implementor kekurangern sumber daya urtuk
melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Faktor sumber daya
mempunya: peranan penting  dalam  implementasi  kebijakan, Kkacena
bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan
suatu  kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab
mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk
melakukan pekerjaan secara efekiif, maka implementasi kebijakan tersebut
tidak akan bisa efektif. Fada kategori sumber daya (resources) adalah terdirt dan
beberapa sub komponen seperti sumber daya staf, inforinasi vang dimaliki.

otoritas dan fasilitas pendukung impiementasi.
1. Sumber Daya Mznusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi
keberhasilan dan kepagalan pelaksanaan kebijakan. Edward III
menegaskan bahwa © “ Probably the most essentigl resources in

implementing policy is staff” *® dan pada bagian sebelumnya mengafakan -

' No matter how ciear and consistent implementation orders arve and
ro matier accurately they are transmitted, if the personnel responsible
Jor carrying out policies lack the resources to do an effective job,

implementation will not effective”™

QOleh karcna itu sekalipun aturan pelaksanaan kebijakan jelas dan tclah
ditransmisikan dengan tepat, namun manakala sumbrer daya manusia
terbatas baik dari jumlah maupun kualitas (kealilian) pelaksanaan
kebijakan tidak akan berjalan efektif. Selain itu sumber daya manusia
tersebut barus mengetanui 2pa yang harus dilakukan (frowing what to de),
mempunyal kewenangan yang cukup dalam melaksanakan kebijakan,
Tidak cukupnyva sumber daya beraiti peraturan tidak akan bisa ditegakkan,
pelayanan tidak disediakan dengan baik, dan peraturan yang digunakan

tidak bisa dikembangkan.

% Ihid.. hal 53
22 pid., hal 112
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2. Sumber Daya Anggaran

Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pada pelayanan
padé publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas.
Kondisi tersebut juga menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat
melakukan fungsinya secara optimal dengar tidak mendapatkan insentif
sesual dengan yang diharapkan. Sebagaimana digambarkan oieh Edward

1 bahva :

“Incentives can be lo goal displacement. Bureawcrats who are
provided incentive to impiement policies may begin to pursue goals
other than those intended by their superior. Vague and diverse goul,
poor measure of performaice, and obsecure implementation directives
make it difficult to evaluate the succes of many policies. When a
criterion of succes is developed for a policy, bureaucrats may attempt
io beat the system by emphasizing most whatever is being measured by
their superiors, independent of wetter or not their action advance the

policy goal”. %

Dari permvataan di atas dapat disimpulkan bahwa terbatasnya anggaran
akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping-
tidak optimal, disposisi para pelaku kebijakan rendah sehingga dapat

mengakibatkan goal displacement.
3. Sumber Daya Peralatan
Edward III mengemukakan bahwa :

“Phisycal facilitizs may also be critical resoucers in implementation.
An implementor may have sufficient staff mav understond what is
supposed to do, may have authorily to exercise his task, but without
the necessary building, equipment, supplies, and even green space

implementation won't succeed "%

S Ibid,. hal 78
Y fbid.. hat 8
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Terbatusnva fasilnas vany tersedia, mengakibatkan inefisiensi dan tidak
mendorong motnsasi nelaku kebijakan schingga implementasi tidak akan

berhasil dengan baik.
4. Sumber Dava Informasi can Kewenangan

Schagainting teiah dibemukakan bahwa sumber daya manusia atau staff
harus mengetaban ape yone barus dilakukan dan memiliki kewenangan,
uituk Hu sengat diperlukan informasi yang memadai agar orang-orang
yang terlibat dalsm nnpiementasi mau melaksanakan apa yang menjadi
ketentuan bagi mercka. Kewenangan yang cukup untuk membuat
keputusan scndiri vsng  dimiliki  lembaga/badan  pelaksana  akan
mempengaruhi  lembaga tersebut untuk menyelesatkan masalah yang
dihadapinya.

c. Faktor Dispesis:

Disposisi im diartikan sebagal kecenderungan, keinginan, atau
kesepakatan para pelaksana wuiek mengimplementasikan kebijakan (Edward
1L, 1980). Dalam implementast kebijakan, jika ingin berhasil secara cfektif
dan efisien, para implemenior tidak hanys harus nmiengetahui apa yang harus
mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan
tersebut, tetapi mereka juga harus mempbnyai kemanan untuk
mengimplementasikan kebijakan tersebut.  Ketika implementor memiliki
sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses

implementasi kebijakan mcnjadi tidak efektif.

Disamping itu  karaktcristik para agen implemcntor dapat
mempengaruhi dispusisi mereka, Sifat jaringan komunikasi, derajad kontrot
secara berjenjang dan lipe kepewimpinan dapat mempengatuhi identifikasi
individual terhadap tujuan dan sasaran organisasi, impleneniasi kebijakan
yang efektif sangat tergantung kepada . orientasi dari para agen/kantor

implententor kebyakin.
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d. Fakior Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan. iidak dapat dilepaskan dari

steuktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik. norma-nerma, dan pola-

pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang

mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mercka

miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Hom dar Van Meter menenjukkan

Leberapa unsue yeng mungkin berpengamh terhadap shutu organisasi dalam

impiementasit kebijakan, yaitu:

i.

2.

Kompetens: dan ukuran staf suatu badan;

Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan

proses-proses dalam badan pelaksana;

Sumber-sumber politik suaiu organisasi (misalnva dukungan di antara

anggota legislatif dan cksekutif};
Vitalitas suatu organisasi;

Tingkat komunikasi “terbuka”, yaiwu jaringan keija komunikast horizontal
maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif

tinggt dalam komunikasi dengai individe-individu ¢i luar organisasi;

Kaitan formal dan intormal suatu badan dengan badan pembuat keputusan
atau pclaksana keputusan. Bila sumberdsya cukup untuk melaksanakan
suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa .yang harus
dilakukan , implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada
menghalangi koordinasi yang diperiukan da'am melaksanakan kebijakan.
Kebijakan yang komplek membuiuhkan kcrjasama banyak orang, serta
pemborosan  sumberdaya akan rmicrapengaruhi hasit  implementasi.
Perubahan yang dilakukan tentunya akan memgpengaruhi individu dan

secara umurmn akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan

adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari

kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapr jika

pandangan mereka beibeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementas:
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akan mengalami banyak masalah.Ada tiga benfuk sikap/trespon implementor
terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahen pelaksana untuk
merespon program kearah penerimaan aiau penclakan, dan intensiias dari iespon
tersebut. Para peizksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun
sermngkall mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena
meresa menolak tuwjuan yang ade  didalammya schingga secara sembunyi
mengatibkan dan menghindari implementasi pregram. Disaraping ita dukungan
para pejabal pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran prograni.
Dukungan dart pimpinan sangat mempengarshi pelaksanaan program dapat
mencapai ujnan secara efektif dan cfisien. Wujud dart dukungan pimpinan im
adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas progran, penempatan pelaksana
dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan kes¢imbangan
daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain.
Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para
pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam

melaksanakan kebijakan/program.

Mecnurut Edward IJ tmplementasi kebijakan bisa jadi belum efektif karena
adanya Kketidakefisienan stuktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup
aspek-aspek scperii strukiur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan
antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan
hubungan organisasi dengan organisasi lainnya. Strukfur birokrasi mencakup
dimens! fragmentast (fragmentation) dan standar prosedur operasi (standard
operating procedures/SOP).  Dimensi fragmentasi menegaskan bahwa struktir
birokrasi yang terfragmentasi dapat menimbulkan gagainya komunikasi, dimana
para Dpelaksana kebijakan akan mempunyai kesempatan yang besar
informasi/instruiksinya akan terdistorsi. Semakin terfragmentas: orgarnisasi
semakin membutuihkan koordinasi yang intensif. Hal ini berpei.uang tegjadi
distrosi komunikasi. Strukiur organisasi yang panjang akan cenderung
meleniakkan pergawasan, dan menimbulkan red fepe, yakni prosedur birokrasi
yang rumit dan kompleks. Keberhasilan implementasi yang kompleks, perlu ada
kerja sama yang baik. Fragmentasi organisasi merintangi koordinasi yaug

diperlukan.
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Demikian pula tidak jelasnya SOP, baik menyangkut mekanisme, sistem,
dan prosedur, pembagian tugas pokok, {fungsi, dan tungygung jawab di antarz para
pelaku dan tidak harmonisnya hubungan atau koordinasi di antara unit pelaksana

ikut pula menentukan gagalnya implementasi kebijakan.

Keempat faktor ini bekerja secara simulian dan berinteraksi satu dengan
yang lain unfuk membantu atau wmeaghaiangi proses kebijakan.  Untuk
menunjukkan proses interaksi diantara  cmpat  faktor i, Edwards

memperkenalkan suatu model sebagai berikut :

Gambar 2. 4. Alur interaksi yaug saling mempengarithi dalam proses

implementasi
Komunikasi
A
Sumber daya Implementasi
—_
¥
Sikap

. 3

Struktur Birokrasi
Sumber Winarmo, Budi (2002) Teor dan Proses Kebijakan Publik

Standar dan fujuan kebijakan mempunyai peagaruh  tidak
iangsung terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan. Disamping
itu standard dan tujuan kebijakan juga berpengaruh tidak langsung terhadap
dignosisi para pelaksana melalui aktivitas komunikast antar organisasi.
Jelasnya respon para pelaksana terhadap-suatn kebijakan didasarkan pada
persepsi dan in;cerpretasi mereka terhadap twuan kebijakan tersebut.
Walaupun demikian, hal ini bukan berarti bahwa komunikasi yang baik akan
menyeimbangkan disposisi yang baik atau positif diantara para pelaksana.

Standard dan tujuan juga mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap
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dispasist para pelaksana melalui aktivitas penguatan atau pengabsahan.
Dalam bal tm para atasan dapat meneruskan hubunga: para pelaksana dengan

organisasi lain.

Disamping itu harus ada ketepalan atau kelayakan antara jumlah staf
vang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan
dikerjokan. Dana untuk membiayai operasionalisast implementasi kebijakan
terseoud, informast yaasg relefan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara
moengimpiementasikan swatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari
berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini
dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakskan suatu kesalahan
dalam bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan tersebut dan bagi
orang-orang yang ferlibat dalam implemecntasi, agar diantara mereka -thau
melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.
Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan-ketentuan atau _atﬁra'h‘-
aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan déﬁ'gaﬂ tepat

dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan.

Bagaimanapun juga dengan terbatusnya sumber daya yang tersedia,
masyarakal suatu ncgara secara mndividual dan kelonipok kepentingarn yang
terorganisit zkan memilih untuk menolak suatu kebijakan karena keuntungan
yang diperolehnya lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya operasional.
Demikian juga dengan kondisi sosial. ckonomi dan politik dalam batas
wilayah tertentu, memﬁcngamhi karakter-karakier agen-agen pihak
pelaksana, disposisi para pelaksana dan penyelenggaraan atau pelaksanaan
kebijakan itu sendiri.

Pendekatan ini memandang bahwa komunikasi den struktur birokrasi dalam
konteks pelaksanaan kebijakan adalah menjadi variabel penting dalam
menggerakan sumber daya dan disposisi yang dapat diciptaken dan digunakan
oleh implementator untuk memperiajam dan menczpal sasalan kebijakan yang
diinginkan oleh kebijakan itu sendirl. meskipun masing—masing faktor tersebut
memiliki derajad pengaruh yang sama terhadap perspektf implementasi
kebijakan, namun pengaruh aspek komurnikasi dan struktur birokrasi seringkali

dimediasi oleh faktor sumber daya den disposisi dari pelaksana kebijakan itu
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sendiri. Dengan kata lain faktor homumikasi Jun siruktur birokrasi dianggap
memilikit  hubungan  langsung  dengan  aspek  keberbasilan dan kegagalan
implementasi. Dari uraian tersebut. Japat dipahami bahwa keberhasilan
impelementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel atau
faktor yang pada gilirannya akan mempengaruhi keberhasifan implementasi
kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan pandangan beboerapa iokoh diates dapat disimpulkan hahwa
implementasi kebijakan mempakan outpui kebijakan dalam bentuk nelaksanaan
keputusan yang dilakukan badan/instansi pelaksana vang tidak hanya menyangkut
perilaku pelaksana kebijakan tersebul. 1otapi juga mengandung unsur kepatuhan
pada diri kelompok sasaran sehingga ukan menimbulkan dampak nyata baik
dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Dengan demikian
analisis implementasi kebjjakan menjadi awal, bukan akhir dari upaya
meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan serta hasil-hasilnya, sehingga dalam
melakukannya dibutuhkan pengkomunikasian dan penilaian  kritis  serta
pengeialivan yang relevan dengan kebijakan tersebui. Hal ini menjadi sangat
penfing uniuk memperbaiki kebijakan dar hasil-hasiinya, serte dapat memberikan
rekomendas! perbaikan kebijakan di masa yang akan datang, sehingga analisis
terhadap iniplcmentasi kebijakan akan menghasilkan znalisis yang berkualitas.
Adepun salah satu kebijakan pemerintal dalara situasi perekonomian dibutuhkan
kebijakan yang membimbing, mengkoreksi, dan melengkapi hal-hal bidang
ekonomi terutama mampu meningkatkan daya saing. Dengan kata lain dalam
sekior perekonomian, pemerintah tidak dapat membiarkannya pada “tangan
siluman” (invisible hand) dari keluatan pasar, Lebih penting lagi adalah adanya
kenyataan bahwa mekanisme pasar sendiri tidak dapat melaksanakan semua
fungsi ekonomi, untuk it  pemerintah nembutuhkan kebijakan bidang
perekenomian salah satunya kebijakan penganggaran. Untuk mengetahui sejauh
inana efisien dan efektif nya kebijakan anggaran vang dibuat pemerintah tidak
hanya mengacu kepada teori kebijakan dan implementasi kebijukan saja, tetapi

perlu juga dipahami teori tentang anggaran.
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2.3 Anggaran
2.3.1  Definisi Anggaran

Anggaran merupakan alat perencanaan man'ajeriai dalami bentuk kevangan.
Anggaran bensi akiifitas-aktifitas yang akan dilakukan selama periode waktu
tertentu sebagai acuan kegiatan organisasi dan menunjukkan tujuan operasi.
Pemahaman terhadap tujuan anggaran dan informasi tentang seberapa banyak
tnjuan  anggaran memben dasar bagi manajer unluk mengukur efisiensi,
mengidentifikasi masalah dan mengendalikan biaya. Anggaran juga merupakan
alat manajemen untuk melakokan pengendalian,
koordinasi. komunikasi, penilaian kinerja dan motivasi.

Corbett pada tahun 1998 mengatakan bahwa anggaran adalah “A budget is
a formal statement of, p!ar11133 expenditure for a prcderem':ined Juture period with
an accompanying statemen of where the money is to come from .

Menurut Mulyadi (2001:488) definisi anggaran adalah sebagai berikut
“anggaran adaiah suatu rencana vang disusun secéara sistimatis, yéng meliputi
selurh kegiatan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk

jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.”’

Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA), saat .
ini Governmental Accounting Standarts Board (GASB), definisi anggaran(budger)
sebagai berikut:

Rencana operasi kewangan, yang mencakup estinasi pengeluaran yang
dirsulian, dan sumber pendapatan yang dikarapkan wntuk membiayainya dalam

periode waktu tertentu.’

Sedangka menurut Hilton (1999:336) adalah sebagai berikut “ A Budget is
a detailed plain, expressed in quantitative termi, that specifies how resources wiil
be acquaried and uses during a specified period of time”

Tari beberapa pendapat diatas, dapat penulis sampaikan bahwa anggaran

merupakan suatu rencana yang terkoordinasi, menyeiurub dan dinyalakan dalam

3 Corbit pada whun 1993
> Mudyad: (2001:438)

2% Menuruz Natioral Committce on Governmental Accouniing (NCGA}L saat ini Governmental Accounting Standarts
Board (GASH)
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saluan monetet (uang), Iﬁengenai kegiatan operast sumber-suraber Jaya, untuk
suatu pericde tertentu diwaktu yang akan datang yang disusun oleh manajemen
secara formal dan tertulis, Anggaran adalah suatu rencana xeuangan periodik yang
disusun berdasarican program - program yang telah di szhkan Anggaran
merupakan rencana tertulis mengenal kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan
secara kuantitatif dan wmumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka

wakiy tertentu.

Penganggaran di Indonesia dilaksanakan dengan mengsunaken tiga

pendekatan yaitu :
1. Penganggaran Terpadu (Unified budgeting)

penganggatan terpadu adalali penyusunan rencana keuangan {ahunan yang
dilakukan secara terintegrasi untuk selurub jenis belanja guna inelaksanakan
kegiatan pemerintahan yang di dasarkan pada prinsip pencapaian efisienst
alokasi dana.

2. Kerangka Pengeluaran Tangka Menengah (KPIM) / Medinum Term Expenditure
Framework (MTET)

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) adalah pendekatan
penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan {erhadap
kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran,
dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersanghkutan pada
tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

3. Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting). Definisi dari
tiga pendekatan tersebut yaitu : Penganggaran Berbasis Kineja adalah
penyusunan anggaran derigan meoperhatikan keterkaitan antara pendanaan
dengan keluaran dan hasil vang diharapkan tfermasuk efisiensi daiam
pencapaian hasii dan keluaran tersebut. Dalam menerapkan penganggaran
berbasis kinerja diperlukan standar biaya, indikator kinerja dan evaluasi
kinerja. Dua hal tersebut disusun dan dikembangkan cleh Kementerian /
Lembaga, sedangkan standar biaya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah

berkoordinasi dengan Kementerian / Lembaga
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Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapat tujuan. Jadi anggaran
bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen. Tujuar penyusunan.

anggaran antara lain :

a. Uniuk digunakan sebagai landasan yuridis formal ddalam memilih sumber
dan penggunaan dana;

b. Untak mengadakan pzmbatasan jumlah dana yang dicart dan digunakan;

¢. Untuk merinci sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaun dana
sehingga dapat mempermudah pengawasan;

d. Untuk meragsionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai
hasi! yang maksimal;

e. Untuk menyempurnakan rencana yang ftelah disusun karena dengan
anggaran, lebih jelas dan nyata teriihat;

f  Untuk menampung, menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang

berkaitan dengan keuangan.

Nafarin pada tahun 2000 mengkaiagorikan anggaran dalamh bebarapa sudut
pandang sebagai berikug :**
1. Menurut dasar penyusunan, anggaran terdin dagi :

a. Anggaran variable, adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval
(kisar) kapasitas (aktivitas tertentu} dan pada intin'yé.xﬁeruf:iakan suatu
séri angparan yang dapat disesuaikan pada fingkat - tingkat aktivitas
yang berbeda. Misal anggaran disusun berkisar antara 500 ~ 1000 unit,

b. Anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suaiu tingkat
kapasitas tertentu. Misal, penjualan direncanakan 1000 unit. dengan
dernikian anggaran lainnva dibuat berdasarkan anggaran penjualan
1000 unit '

2. Menurut cara penyusunan, anggaran terdin dari

a. Anggaran periodik, adalzh anggaran yang disusun untuk suatu periode

tertentu, pada umumnyz periodenya sate fahui yang disusun sctiap

akhir periode anggaran.

B Nafarin pada tehun 2000 "sulit pandany kulzgord anggoran
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b. Anggaran kontinu, adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan
perbaikan anggaian yang pernah dibuat.

3. Menurut jangka waktunya, anggaran ferdiri dari :

a. Anggaran jangka pendek (anggarar taktis), adalah anggaran yang
dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun

b. Anggaran jangka panjang (anggaran strategis), agalah anggaran yang
dibuat dengan jangka waktu yang lebil: dari satu tahun

4. Menurut bidanguya, anggaran dapat dibagi menjadi :

a. Anggaran gperasional, adalah untuk menyusun anggaran rugi laba

b. Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca
5. Menurut kemampuan menyusun, anggaran terdiri dari

a. Anggaran komprehensif, merupakan rangkaian dari berbagai macam
anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran komprehensif
merupakan perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran
keuangan yang disusun secara lengkap.

b. Anggaran parsial, adalah anggaran yang disusun tidak secara lengkar,
anggaran vang hanya menyusun bagian angparan terientu saja
miszlnya karena keierbatasan kemampuan, hanya dapat menyusun
anggaran operasicnal.

6. Menurut fungsinya, anggaran dapat dibedakan menjadi ;

a. Appropriate Budgeting, adalah anggeran yang diperuntukkan bagi
tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain. Misal;
anggaran uniuk penelitian dan pengembangan

Performance Budget, adalah anggatan yang distsun berdasarkan

F“—

fungsi aktifitas yang dilakukan dalam orgunisasi / perusahaan, untuk
menilai apakah baya / beban yang dikeluarkan olch masing — masing

aktifitas tidak melampavui batas.
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2. 3. 2. Fungsi — Fungsi Aaggaran

Pemerintah menmpunyai peran penting dalam pengendalizn perekonomiain

di dalam suatu Negara. Qlch karena itu Pemerintah menjalankan fungsi anggaran
sebagaimana disebutkar ol=h Aronsen di dalam bukunya Public Finance

(1995:250), sccara rinci menjelaskan pendapatnya tentang fungsi — f{ungst

11
29

a. Budgets help us control the size of govermment. Withowr well-defined

butget procedures that require legistative action, we might lose owr ability

to {imit the level of public spending. (Some people, of course, argue that

even with curremt hudeeting procedures public spending that become

uncontrolable)

Budgeting also improves the accountability, management, and planning of
public sector activities. Formai budgeting and accounting technique can

be wused fo check on wether or not money has been used in the way
prescribed by the people of rhe community and the legisiaiure.

Bureacreats and elecred officiuls who abuse their povver can be embrassed
by the cuditors whose job it is to asswre us that public funds are spent
legality if not effectivels.

The budget is alss a planning tool. If forces people to compare the benefits
of various projects with the cost of sucl projects and may therefore put
such people in a beiter position to make view decisions. Modern budgets
procedures also vontain projections of expenditures and revenues, and as
long as these estimates are thought of as rejection rather than forecasts of
the future they ico can improve people’s understanding of the iong-run

implications of a decision.

Berdasarkan uraian Aronson diatas, disebutkan bahwa dengan anggaran

dapat membantu mengendalikan besarnya suaty pemeriniahan, tanpa dirumuskan
dengaun benar prosedur anggaran yang mengikutsertakan pibak legisiatif tersebut.

maka kita akan kehilangan kemanpuan untuk membatasi tingkat pengeluaran

3* Aronson di datam bubunye Fublic Finanec ({435:2530)
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publik, (Banyak orang yang berpendapat. bahwa walaupun dengan menggunakau

prosedur anggaran vang ierbani. pengeivaran akan tetap terkontrof).

Anggaran juga dapat meningkatkan akuntabilitas, mznajeinen dan perencanaan

paa aktivitas sekior publik. Anggaran formal dan teknik-teknik akuntans: dapat

digunakan sesuat dengan ketentuan vang telah ditetapkan, Birokrat dan pejabat
yang dipilih apabila menyalahpunakan kekuasaannya akan dipenmalukan oleh
pemeriksa {auditor) yang mempunva; twyas memberikan keyakinan kepada kita,
bahwa dana masyarakat dibelanjakan secara legal.Dan anggaran itu sendiri
merupakan alat perencanaan, hal iy membernikan kemampuzn pada masyarakai
untuk membandingkan keuntungan dan proyek —proyek dengan biayanva, dan
akan memposisikan masyarakat pada tempat yang baik dalam membuat keputusan
yang lebih luas. Prosedur anggaran modern berisi proyeksi dan pendapatan dan
pengeluaran, dan sepanjang anggavan belanja itu memungkinkan untuk diproyeksi
dari perkiraan dimasa akan datang, akan dapat meningkatkan kemanpuan
pengertian masyarakat terhadap implikasi keputusarn jengka panjang. Dengan kata
lain, bahwa anggaran dapat berfingsi sebagai alat kontiol atau pengendalian dan
pengawasail, juga sebagat alat perlanggungiawaban/akuntabilitas serta sebagal
alat perencanaan.

Dart wraian tersebut dapat disimpulkan babwa fungsi anggaran scbagai
berikut :

e  Pengendali pemenniah dalam penggunaan dana publik

e Scbagai alat untuk mengukur akuntabilitas, kemanpuan manajemen dan

perencanaan.

e Sebagai slat kontrol bagi legislatif dan rakyat.

A Musgrave dan B.Musgrave (1993:6-13), membagi  fungsi-fungsi
anggaran, sebagai berikut :

1. Pongsi Alokasi, merupakan penyedtaan barang sosial atau proses percbagian
keseluruban sumber daya wniuk digunakan scbagai barang piibadi dan barang
sosiai, dan bagaimana banran/kemposisi barang sosial ditentukan. Dengan kata
lain, bahwa fungsi ini merupakan fungsi pemeriniah yang 1ncngadakan alokasi
terhadap sumbcr-sumber dana wiitek mengadakan barang-barang kebutuhan

perorangan dan sarana yang dibutuhkan untuk kepentingan umum. Semuanya
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itu diarahkan agar terjadi keseimbangan antara uang yang beredar dengan
barang dan jasa dalam masyarakar,

2. Fungsi Disttibusi, dimana penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan
kekayaan untuk menjamin terpenuhinya apa yang dianggap oleh masyarakat
sebagai suatu keadaan distribusi yang merata dan adil.Jadi fungsi anggaran ini
untuk  menyeimbangkan, menyesuaikan pembagian pendapatan dan
menyejahterakan masyarakat.

3. Fungsi Stabilisasi, penggunaan kebijakan kesempatan kerja vang tinggi, tingkat
stabilitas yang mestinya dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat, dengan
meniperhitungkan segala  akibatnya terhadap perdagangan dan neraca
pembayaran. Dengan demikian fungsi ini untuk meningkatkan kesempatan
kerja serta stabilitas harga barang-barang kebutuhan masyarakat dan menjamin

selalu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang mantap.

2. 3. 3. Pendekatan dalam penyusunan Anggaran

Ada beberapa pendekatan yang lazim dilakukan untuk menyusun
anggaran. Masing - masing pendekatan penyusunan anggaran tersebut sebenarnya
memiliki kelebihan dan kekurangan. Pendekatan penyusunan anggaran tertentu
dipilih karena alasan tertemtu pula, Ada beberapa pendekatan penyusunan
anggaran antara lain :
a. Line Item Budgeting System/Traditional Budgeting

Traditional budgeting system adalah suatu cara menyusun anggaran yang

tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus
dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih
didasarkan pada kebuiuhan untuk belanja/pengeluaran. Menurut Bastian, Indra
Line Item Budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari
manz berasal dari (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan
(pos-pos pengeluaran).

Dalam sistem ini, perhatian lebih banyak ditekankan pada
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi. Pengelompokan

pos-pos anggaran didasarkan atas obyek-obyek pengeluaran. Jenis anggaran ini

3% Indra Bastian. “Akuntansi Sektor Publik ; Suatu Pengantar”. Peaerbil Erlangga. 2005. hal
166
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sering pula disebut fraditional budgeting. Wildasvky mengatakan line item
budgeting sangat populer penggunaannyaz karena dianggap mudah untuk
dilaksanakan.*® _ '

Jones dan Pendlebury (1988) dalam bastian mengatakan line item
budgeting mempunyai sejumlah karakteristik penting, dimana tujuan utamanya
adalah untuk melakukan kontrol kevangan, dan sangat berorientasi pada input
crganisasi, penetapannya melalui pendekatan incremental (kenaikan bertahap).®
Tidak jarang dalam prakteknya memakai kemampuan menghabiskan atau
menyerap anggaran scbagai salah satu indikator penting untuk mengukur
keberhasilan organisasi. Sistern anggaran tradisional ini lebih menekan pada segi
pertanggungjawaban kcuéngan (dana) dari sudut akuntansinya saja tanpa diuji
efisien tidaknya penggunaan dana tersebut.

b. Planning, Programing, and Budgeting System
Model penganggaran lainnya adalah Planning, Programming, and Budgeting
System. Definisi PPBS menurut Jones, Rowan :
“PPBS is primarily concerned with the needs of decision makers. It is
invariably the case that the resources available to public secior
organizations are limited in relation to the demands for them.” i
Menurut Jones, PPBS menitikberatkan alokasi sumber daya. Kelangkaan
sumber daya diatasi dengan alokasi yang tepat agar dapat menghasilkan manfaat
yeng maksimal dan memberikan dampak pada tujuan organisasi secara
keseluruhan.
Definisi PPBS oleh CIPFA dalam Rowan :
“A management system for an organization as whole, providing regular
procedures for reviewing goals and objectives, for selecting and pianning
programmes over ¢ period of years in terms of ouiput related both fo
objectives and to resources necessary to achieve them, for allocating
resources  belween  programmes and  for  controlling  their

. . 39
implementation.”

* Ibid., hai. 167
7 1bid., hal. 167
¥ Rowan Jones."Public Sector Accounting ", Londen:Pitman Publising. 1988, hal, 76
* Ibid.. hal : 76
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Berdasarkan kedua pengertian di atas bahwa perencanaan, penyusunan
program dan penganggaran dipandang sebagai suatu system yang tak terpisahkan
satu sama lainnya. PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada
teori sistem yang berorientasi pada owfpuf dan tujuan dengan penekanan
utamanya adalah alokasi sumberdaya berdasarkan analisis ekonomi. Sisterm
anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional yang
terdin dari divisi-divisi, namun berdasarkan program, yaitu pengeiompokkan
aktivitas untuk mencapai tujuan terfentu. PPBS membantu manajemen
pemerintahan didalam membuat keputusan alokasi sumberdaya secara lebih baik.
Hal tersebut disebabkan oleh sumberdaya yang dimiliki pemerintah yang terbatas
jumlahnya, sementara tuntutan masyarakat sangat banyak bahkan tidak terbatas
jumlahnya. Dalam keadaan seperti itu, pemerintah dihadapkan pada pilihan
alternatif keputusan yang membertkan manfaat paling besar dalam pencapaian
.tujuan organisasi secara keseluruhan. PPBS dianggap suatu proses yang
komprehensif untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif.,

c. Zcro Based Budgeting Systen:

Zero Based Budgeting digunakan pertama kali oleh United States
Depariment of Agriculture pada tahun 1962 dan mengalami kegagalan karena
Karena memakan waktu yang lama, terlalu teoritis dan tidak praktis, memakan
biaya yang besar serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena
pembuatan paket keputusan.

Zero Based Budgeting adalah sistem anggaran yang didasarkan pada
perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan dimasa lalu. Sefiap kegiatan
akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam
visi pada tahun yang bersangkutan. Konsep Zero-base budgeting (ZBE)
digunakan manajemen pemerinlahan untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan
mengawasi program atau kegiatan agar dapat meningkatkan efektifitas dan
efisiensi. Memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk kualitas iayanan
publik. Pemcrintah menyusun anggaran lebit detail dan dimulai dengan nol,
tanpa melihat anggaran di masa lalu. Pengertian ZBB menurut Rowan, Jones :

“Zero-base budgeting in its pure form is precisely what its name implies

i.c., the preparation of operating budgets from a zero-base; even though
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the organization might be oprating more or less as ini previous years, the
budgetary process assumes that it is sterting anew, "%

Pada mulanya Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi
kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran
dengan menggunakan konsep Zero Based Budgeting disini dapat menghilangkan
incrementalism dan line-item, karena anggaran diasumsikan dimulai dari nol.
Penyusunan anggaran yang bersifat incremental mendasarkan besarnya realisasi
anggaran tzbun inl untuk menetapkan anggaran ditahun depan, yaitu dengan
menycsuaikannya dengan tingkat inflasi atau jumlah penduduk. Sedangkan pada
sistem ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran
tahun ini, namun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini juga.
Dengan ZBB, seolah-olah proses anggaran dimulai dari kal yang baru sama sekali
(dimulai dari nol lagi). Item anggaran yang sudah tidak relevan dan tidak
mendukung pencapaian tujuan dapat dihilangkan dari struktur anggaran, atau
mungkin muncul item yang baru.

d. Performance Budgeting Sysytem

Performance budgeting system berorientasi kepada pendayagunaan dana
yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan.
Sistem penyusunan anggaran ini tidak hanya didasarkan kepada apa yang
dibelanjakan saja, seperti yang terjadi di dalam “7raditional Budget”, tetapi juga
didasarkan kepada tujuan-tujuan atau rencana-rencana tertentu yang untuk
pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suate anggaran biaya yang
cukup dan biaya/dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan
efisien.

Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran iradisional yang
menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan
menyalahgunakan kedudukan mereka dan (_:enderung boros (over spendingj.
Anwar Shah and Chunli Shen menjelaskan bahwa :

“Performance budgeting is a system of budgeting that presents the purpose

and objectives for which funds are required, the costs of programs and

¥ ihid., hal. 87
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associated activities proposed for achieving those objectives, and the
outputs to be produced or services to be rendered under each program.”

Dalam perfurmance budgeting ini bukan semata-mata berorientasi kepada
berapa jumlah yang dikeluarkan, tetapi sudah dipikirkan terlebih dulu mengenai
rencana kegiatan, rencana pengeluaran, apa yang akan dicapai, proyek apa yang
akan dikerjakan, dan bagaimana pengalokaéian biaya agar digunakan secara
efektif danr efisien sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan.

Performance Budgeting atau Anggaran berbasis kinerja mengalokasikan

~ sumber daya pada program dan bukan pada unit organisasi. Konsckuensinya

kinerja anggaran harus didasarkan pada fujuan dan sasaram, oleh karena itu
anggaran diperlakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut.  Dalam
pendekatan ini dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan, selain
didorong untuk menggunakan dana secara efisien pemerintah juga dituntut agar
mampu mencapai oufcomes yang efektif. Oleh karena itu agar dapat mencapai
tujuan terscbut maka diperlukannya tolok ukur sebagai standar kinerja.

Sistem ini mulai menitikberatkan pada segi penatalaksanaan (management
control), Mardiasmo mengatakan sistem peiformnance budgeting pada dasamya
merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur
kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. *

Adapun penganggaran menurut Bastian, Indra harus memenuhi prinsip-
prinsip demokratis, adil, transparan, bermoral tinggi, berhati-hati, dan akuntabel.
Dengan demikian menurat Indva pada proses penyusunan anggaran harus
melibatkan masyarakat sebagai stakehoider yang mempunyai hak dan
berkepentingan atas layanan publik tersebut, bahwa anggaran negara haruslah
mengalokasikan sumber daya sccara tepat dan proposional kepada masyarakat
yang membutuhkan. Proses penganggaran itu tidak saja melibatkan rnasyarakat
tetapi berhak diketahui masyarakat atau ada transparansi, mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa menjunjung etika dan moral

yang tinggi. Pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara berhati-hati ,

1 Shah, Op.Cit, hal. 143
4? Mardiasmo, “ Akuntanst Sektor Publik®, Penerbit Andi Yogyakarta. 2002 hal. 84
* Bastian, Op.Cit., hal.i77
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karena jumlah sumber daya yang terbatas dan mahal harganya serta dapat
dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Bastian, Indra di dalam bukunya mengungkapkan ada dua pendekatan yang
digunakan dalam penganggaran sektor publik yaitu pendekatan fungsional dan
pendekatan pengambilan keputusan.*

2. 3. 4. Jenis Anggaran
Anggaran Operasional

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-
hari dalam menjalankan pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang dapat
dikategorikan dalam anggaran operasional adalah "belanja rutin". Belanja rutin
adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak
dapat menambah aset atau kekayaan bagi penmerintah. Disebut "rtin" karena
sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Secara umum,
pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional anfara lain belanja
Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan pemeliharaan.

Anggaran Modal/Investasi

Anggaran modal menunjukan rencana jangka panjang dan pembelnjaan
atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya.
Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan
pinjaman. Belanja investasi / modal adalah pengeluaran yang manfaatnya
cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan
pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya
operasional dan pemeliharaan. Anggaran berfungsi sebagai alat polifis yang
digunakan vntuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor

tetsebut,

** Bastian, Op.Cit., hal.179-181
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2. 3. 5. Proses Penganggaran
Prisip-prinsip pokok dalam siklus anggaran :

» Tahap persiapan anggaran
Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar
taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang periu
diperhatikan adalah sebelurn menyetujui taksiranj pengeluaran, herdaknya
terlebih dahulu divlakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain
1tu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran
pendapatan diestimasi pada saat bersamaan drengan pembuatan keputusan
tentang angggaran pengeluaran

» Tahap ratifikasi
Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit
dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial
skl namun juga harus mempunyai political skill, salesmarn ship, dan coalition
building yang memadai. Integritas dan kesioapan mental yang finggi dari
eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalzin
tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab
dan memberikan argumentasi yang rasional atas scgala pertanyaan-pertanyaan
dan bantahan- bantahan dari pihak legislatif.

» Tahap implementasi/pelaksanaan anggaran
Dalam tahap ini yang paling penting adalah yang harus diperhatikan oleh
manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan
sistern pengendalian manajemen.

s Tahap pelaporan dan evaluasi
Tahap pelaporan dan evaluasi terkaii dengan aspek akuntabilifas. Jika tahap
implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian
manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation

tidak akan menemukau banyak masalah.

Siklus anggaran merupakan serangkaian prosedur dari suatu rangkaian
kegiatan didasari prinsip-prinsip anggaran, metode serla teknik penyusunan yang

dapat diterima secara smum. Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu
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diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan.
Mardiasmo mengatakan siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas
persiapan, ratifikasi, implementasi, serta pelaporan dan evaluasi.® Tidak jauh
berbeda dengan apa yang dikemnukakan oleh R.Daniel, Mullins dalam Shah,
Anwar menggambarkan siklus anggaran terdiri dari : persiapan dan formulasi,

persetujuan/otorisasi, pelaksanaan, serta audit dan evatuasi. *®

Menurut National Advisory Council on State and Local Budgeting
(NACSLB), seperti dikutip oleh Mullins, *’

“ a good budget process incorporates a long-term perspective, establishes
links to broad organizational goals, focuses budget decisions on results and
outcomes, involves and promotes effective communication with
stakefiolders, and provides incentives to government management and

employees” (NACSLB 1998).

Berdasarkan pendapat diatas bahwa proses anggaran yang baik adalah yang
dibuat untuk perspektif jangka panjang, berkaitan dengan sasaran organiéasi dan
melibatkan stakeholder serta melengkapinya dengan insentif bagi pegawai
pemerintahan, dengan demikian proses dan prosedur dalam formulasi dan

persetujuan suatu anggaran harus diperkuat dengan elemen-elemen tersebut.

Pada tahap persiapan, peranan eksekutif mendominasi termasuk dalam
perencanaan karena memberikan panduan dan platform kepada institusi yang
berhubungan dengan kerangka fiskal jangka menengah sampai kepada kerangka
pengeluaran jangka menengah dalam periode tahun anggaran, menyusun dan
mengembangkan skala prioritas dan sumber daya agar mampu menutupi seluruh
rencana pengeluaran, memberikan petunjuk dan masukan kepada agency budger
submission (dirfjen anggaran) dan melakukan penilaian kembali permintaan dana

dari institusi.

* Ibid., hal. 70
¢ Danicl R Mullins, “Public Sector Governinee  Andaccountability Series: Lecal Budgeting,” World
Bank.2007.hal 222

* 1hid., hal. 224
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Persetujuan dilakukan oleh legislatif yang ditandai dengan penyerahan
anggaran kepada dewan sebagai bahan pertimbangan, persetyjuan itu meliputi
cakupan anggaran, tingkatan dokumentasi diikuti cakupan kewenangan
persetujuan, diskresi oleh legislatif dalam penyesuaian anggaran, serta jadwal
pelaksanaan. Tahap int sama dengan yang dimaksud dengan ratifikasi anggaran,
yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat, pimpinan eksekutif
tidak hanya dituntut managerial skill namun juga harus mempunyai political skill
yang memadai. Intergritas dan kesiapan mental yang tinggi sangat penting dalam
tahap ini, karena dalam tahap im pimpinan eksekutif harus mempunyai
- kémampuan menjawab dan memberikan argumentasi atas pertanyaan dan

bantahan dari pihak legislatif.

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap selanjutnya tahap
pelaksanaan anggaran meliputi problem/isu negara yang terjadi (warranis
issuance)lyang harus segera direalisasikan, mekanisme yang memastikan
akuntabilitas eksekutif sesuai kebijakan legislatif pada tahap sebelumnya,
pendistribusian anggaran, admunistrasi pelaksanaan, serta unsur fleksibilitas
sehingga dimungkinkannys penyesuaian prosedur pertengahan tahun agar

mencagai hasil maksimal dan pengendalian keuangan.

Tahap terakhir adalah audit dan evaluas: yaitu melakukan verifikasi terhadap
pelaksanaan anggaran dalam bentuk-bentuk seperti program audits, financial
audit, laporan akuntabilitas, dan pengungkapan oleh publik (public disclosure).
Siklus penganggaran harus disesuaikan dengan kalender anggaran yang telah
ditetapkan oleh pemerintah. Proses penyusunan anggaran yang baik dan tepat

waktu akan menghasilkan oufcomes yang optimal.

Dalam proses penganggaran tidak luput dari kendala-kendala, oleh
karena itu dalam peclaksanaanya diperlukan strategi untuk menjawab persolan-
persoalan yang ada, oleh Karena itu diperlukan perencanaan strategi yang baik
dan terarah seperti diungkapkan Bryson (2003:54-R1) bahwa ada delapan

langkah dalam proses perencanaan anggaran yaitu :
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Memprakarsai dan menyepakati snatu proses perencanaan strategis
Memperjelas mandat organisasi

Memperjeias misi dan nialaiOnilai organisasi

Menilai lingkungan internal

Menilai lingkungan eksternal

AN I

Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi

=1

Mermumuskan strategi untuk mengelola isu-isu

8. Menciptakan visi organisasi yang efektif dimasa depan

2. 3. 6. Proses Penyustunan Anggaran

Proses penyusunan anggaran merupakan proses akuntansi dan proses
manajemen. Proses akuntansi karena penyusunan anggaran merupakan studi
mekanisme, prosedur merakit data, dan format anggaran. Proses manajemen
karena penyusunan anggaran merupakan proses penefapan peran tiap kepala
unit/satuan kerja dalam pelaksanaan program atau bagian dari program dan

penetapan pusat-pusat pertanggungjawaban.

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Pemikiran
strategis disetiap organisasi adalah proses dimana manajemen berfikir tentang
pengintegrasian aktivitas organisastonal ke arah tujuan yang beroerientasi
kesasaran masa mendatang. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi atau
ckonomi eksternal, manajemen semakin mendorong organisasi untuk menyusun
strategi, Pemikiran strategis manajemen, direalisasi dalam berbagai perencanaan,

dan proses integrasi keseluruhan ini didukung prosedur penganggaran organisasi.

Dalam proses penyusunan anggaran harus dapat mengkomunikasikan tujuan
organisasi, alokasi sumber daya, memberikan feedback, dan motivasi bagi
pegawai. Anggéran disusun harus sesuai dengan kebutubhan, konsisten dengan
struktur organisasi dan sumber daya yang diniliki. Kegiatan dalam proses ini
menciptakan {ujuan, rencana kegiatan, identifikasi sumber data dan sumber daya,
mengecek  sarana/fasilitas, menyusun prakiraan, analisa kendala/hambatan
berdasarkan pengalaman di masa lalu dan prediksi perubahan lingkungan. Hal in

merupakan proses yang sangat komnpleks.
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Ada enam tahapan proses penyusunan anggaran menurut Shim, Jae K dan

Siegel®® :

1. Setting objectives, dalam hal proses penyusunan anggaren adalah penting
menjadikan tujuan sebagai hal yang paling menentukan mengapa anggaran

tersebut diperfukan.

1. Analyzing available resources, kemudian analisa jumiah sumber daya yang
dimiliki perln untuk menyeimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada

dengan output yang akan dihasilkan.

L

Negotiating to estimate budget components, tujuan yang telah ditetapkan
dinegosiasikan dengan komponen-komponen anggaran yaitu sumber-sumber

penerimaan ataupun pengeluaran.

3. Coordinating and reviewing components, serta dilakukan koordinasi dan

review kembali terhadap komponen-komponen tersebut.

4. Obtaining final appreval, pada akhimya proses penyusunan anggaran tersebut

harus mendapatkan persefujuan dari legislatif.

5. Distributing the approved budget! pendistribusian hasil penyusunan anggaran
kepada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, departemen teknis untuk
dilaksanakan dalam periode tahun anggaran yang telah ditetapkan serta agar
dapat dipertanggungjawabkan,

Dari enam tahapan tersebut menunjukan bahwa dalam prosesnya suatu
anggaran harus membuat estimasi unfuk cemua komponen anggaran,

menyusun

rekomendasi, melakukan revisi pka diperlukan, menyetujui atau menolak
hasil penyusnnan bagi legisiatif sebelumn dilaksanakan sertz menghasilkan
anggaran yang telah disashkan. Kesuksesan proses penyusunan anggaran

membutuhkan kerja sama seluruh level dalam organisasi.

* Shim, Op. Cit., hal. 9
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2.3.7. Tujuan Proses Penyusunan Anggaran

Membantu pemerintah mencapai tjuan fiskal dan meningkatkan

koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.

Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang

dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.

Meningkatkan fransparansi dan pertanggungjawaban pemeriniah kepada
DPR atau MPR dan masyarakat.

2.3.8. Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja (Performance budgeting) merupakan sistem

perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang menekankan pada keterkaitan

antara pendanaan dengan kelvaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi

dalam pencapaian hasil dan kelvaran tersebut. Hal ini mengandung konsekuensi

bahwa setiap alokasi dana harus dapat divkur pencapaian owtputioutcome
(keluaran/hasil) yang hendak dicapai dari input (inasukan) yang ditetapkan (Hatry,

1999).

Ada beberapa manfaat karakteristik yang mencirikan anggaran berbasis

kinerja. Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja
adalah :

f.

Terindikasinya outpu! dan outcome yang dihasilkan dari setiap program
(aktivitas) dan pelayanan yang dilakukan;

Diketahuinya dengan jelas target tingkat pencapaian oufput dan outcome;

. Terkaitnya biaya atan input yang dikeluarkan dengan hasil yang di

inginkan dan proses perencanaan strategis yang sebelumnya dilakukan;
Dapat diketahuinya urutan priotitas untuk setiap jenis pengeluaran yang
dilakukan oleh unit kezja;

Setiap unit atau satuan kerja dapat diminta pertanggung jawaban atas hasil

yang dicapainya
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2. 3. 9. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Era New Publik Management ditandai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip
good government dalam segala bidang. Di bidang keuangan sektor publik, sistem
manajemen keuangan yang baik dan mampu mewujudkan prinsip-prinsip good
government, termasuk didalamnya sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Transparansi dalam proses persiapan anggaran dan akuntabilitas dan manajemen
kevangan pemerintah, tenfunya akan menunjang penggalian, pengalokasian serta

penggunaan sumber-sumber ekonom? secara bertanggung jawab.

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan anggaran pemerintah, hal tersebut memberi arti bahwa anggota

masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran

karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan
_ kebutuhan hidup masyarakat. Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban publik

yang berarti bahwa proses penganggaran mulai perencanaan, penyusunan dan

pelaksanaan harus benar-bemar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan
kepada DPRD dan masyarakat. Masyvarakat tidak hanya memiliki hak untuk
mengetahui anggaran tersebut, tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban
atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Value for money adalah
diterapkannya tiga prinsip dalam proses pengangguran yaitu ekonomi, efisiensi,
dan efektifitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber
daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisien
berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal
atau berdaya gua. Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus

mencapai target atau tujuan untuk kepentingan publik.

Dalam rangka transparansi dan penciptaan good government maka UU
No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara mengamanatkan pelaksanaan
anggaran berbasis kinerja. Sesuai dengan pasal 7 PP No.21 tahun 2004 instansi
negara harus menyusun anggaran dengan mengacu pada indikator kinerja, standar
biaya dan evaluasi kinerja. Penyusunan anggaran yang dituangkan dalam RKA-

KL instansi negara harus mencerminkan indikator kinefja dalam satuan output
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yang terukur. Dengan mclihat kinerja masing-masing instansi negara dapat dilihat

apakah anggaran pemerintah telah membawa hasil yang maksimal.

Dalam penerapan anggaran berbasis kinega ,lima komponen pokok yang

harus bekerja dengan baik yaitu:

1. satuan kinerja : sebagal penanggung jawab pelaksana kegiatan untuk

mencapai output yang diharapkan dari kegiatan atau subkegiatan.

. Kegiatan : serangkaian tindakan yang akan dilaksanakan satuan kerja

sesual dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menghasilkan output yang
ditentukan

3. Output/keluaran : merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan satuan kerja.

Standar biaya : perhitungan biaya input dan biaya output didasarkan pada
standar biaya yang telah ditetapkan, baik yang bersifat umum maupun

khusus.

. Jenis belanja : setiap rencana belanja harus dibebankan pada jenis belanja

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Menter: Keuangan.

Untuk dapat menerapkan anggaran berbasis kinerja diperlukan langkah-

langkah pokok sebagai berikut:

1.

b2

Penyusunan rencana strategik, yang mencakup pertanggungjawabar/

pelaksanaan program

Sinkronisasi, vakni sinkronisasi program dan kegiatan/subkegiatan.

Langkah ini dimaksud untuk:

a. Menata alur keterkaitan antara subkegiatan, kegiatan dan program
terhadap kebijakan yang melandasi

b. Memastikan bahwa kegiatan/subkegiatan yang diusulkan benar-benar
akan menghasilkan oufput yang mendukung pencapaian
sasaran/Kinerja program

Memastikan bahwa sasaran/ kinerja program akan mendukung

¥

pencapaian tyjuan kebijakan

d. Memastikan keterkaitan program dengan RPIM.
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Penyusunan kerangka acuan, yang menguraikan dengan jelas bagaimana

program dan isinya terkait dengan upaya mencapai tujuan kebijakan yang

melandasinya. Kerangka acuan harus menggambarkan:

a.

Uraian mengenai pengertian kegiatan dan mengapa kegiatan perlu
dilaksanakan dalam hubungan dengan tugas pokok dan fungsi

Satuan kerja/ngenai pengertian kegiatan dan mengapa kegiatan perlu
dilaksanakan dalam hubungan dengan tugas pokok dan fungsi

Satuan kerja/personil yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan
untuk mencapai output dan siapa sasaran yang akan menerima
layanan dari kegiatan

Rincian pendekatan/metodologi dan jangka waktu yang diperlukan
dalam pelaksanaan kegiatan

Uraian singkat mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan serta
melengkapi  dengan  uraian  alur  pikir  keterkaitan antara
kegiatan/subkegiatan dengan program yang mengayuminya.

Data input sumber daya yang diperlukan, ferutama perkiraan
biayanya.Sistem monitoring, evaluasi hasil/kelvaran dari pelaksanaan

kegiatan

4. Perumusan/penetapan indikator kinerja.

2. 3. 10. Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja

1.

Berorientasi pada aktivitas unit kerja, sehingga menuntut koordinasi yang

baik antar unit atau satuan kerja yang ada

. Lebih memberikan fokus perhatian pada hasil {outcome} dan bukan pada

pengeluaran atau expenditure;

. Memberikan fokus perhatiar lebih pada kerja atau aktivitas (work) dan
bukan pada pekerja atau worker serta ffzm barang atau jasa yang dibeli;

. Memmiliki alat ukur (indikator) kinerja sehingga memudahkan dalam proses

evaluasinya;

. Lebih sesnai diterapkan untuk memenuhi tuntutan effisiensi, efektivitas,

dan akuntabilitas.
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2. 3. 11. Permasalahan-permasalahan dalam Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam pencrapan anggaran berbasis kinerja terdapat permasalahan-

permasalahan yaitu :

I.

Tidak jelasnya tujuan dan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan
anggaran maupun dokumen anggaran. Belum jelasnya indikator kinera
dari penggunaan anggaran untuk programn dan kegiatan yang diusulkan,
Indikator yang sudah tercantum di RKA-KL juga belum sepenuhnya
memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, relevan dan
time-bound). Banyak kegiatan indikator kinerjanya tidak jelas dan
cenderung sama dengan kegiatan-kegiatan lain

Sulitnya menentukan standarisasi pengukuran kinerja secara seragam di
antara instansi pemerintah untuk program yang sama, tiap instansi
mendefenisikan  sendiri-sendiri apa sasaran  programnya, yang
kemungkinan berbeda-beda. Pada akhimya menyulitkan pendefenisian
ukiran kinerja nasional untuk program tersebut.

Kualitas sumber daya manusia khususnya dalam pengeiolaan data dan
informasi yang berkualitas tentang penganngaran berbasis kinerja.
Masih merupakan permasalahan klasik tentang kesiapan SDM dalam
penerapan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Beberapa instansi
pemerintah yang belum mampu menuangkan indikator kinerja dan
pencapaian dan progrtam dan kegiatan dari DIPA. Hal imi disebabkan
kurangnya kegiatan sosialisasi maupun pengembangan kompetisi pegawai
tentang penerapan anggaran berbasis kineja. Kemampuan pengolahan
data dan informasi keuangan yang ada dari SDM suatu instansi belum
memadai. Banyak dari instansi pemerintah yang dalamproses penyusunan
RKA-KI. masih sangat tergantung bantuan teknis pengolakan data dari
pegawai Deparlemen Keuangan,

Terdapat konflik kepentingan antara legislatif maupun eksekutif dalam
penyusunan anggaran negard.Kepentingan politik yang terbawa dalam
perencanaan dan penganggaran menimbulkan masalah tersendiri bagi
pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja. Alokasi anggaran sehiap

program dan kegiatan di masing-masing instansi pemerintah yang terdiri
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atas satuan-satuan kerja yang sangat dipengaruhi oleh kesempatan antara
eksekutif dan legislatif. Kesempatan tersebut lahir akibai konflik
kepentingan atau perbedaan persepsi antara pemerintah dengan DPR
terhadap prioritas kegiatan.

5. Standar biaya dan standar pelayanan minimal yang belum dapat ditentukan
secara kompherensip ,Pada prakteknya standaer bizya (SB) dan standar
pelayanan minimal (SPMj}belum dapat diterapkan sccara komperhensif
untuk mendukung anggaran berbasis kinerja. Standar biaya umum yang
ada sebagian masih beromentasi pada input. Masih banyak instansi
pemerintah yang mengalami kesulitan dalam menyususn harga stendar
biaya khusus per kegiatan dan pfogram. Kondisi ini mungkin terjadi
karena tidak didukung oleh data base, system akuntanst dan perencanaan
yang baik. Ketiadaan standar biaya mengakibatkan penyusunan anggaran
per program dan kegiatan menjadi beragam sehingga sulit dinkur

kefisiensinya.

- 2.4, Biaya

2. 4.1 Definisi Biaya

Definisi biaya berbeda antara sudut pandang ekonomi dengan akentansi.
Dari sudut pandang ekonomi, biaya adalah harga dari kesempatan yang hilang
(Opportunity loss) akibat menentukan suatu pilihan. Ekonom melihat biaya dalam
perspektif jangka panjang. Akuntan mendefinisikan biaya sebagai realisasi atas

suafu pengeluaran yang dicatat dan melihat biaya dalam perspektif historis.

Menurur Hansen dan Morven (2004:40), biaya didefinisikan sebagai kas
atau nilai kuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa
yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau dimasa yang akan datang bagi

organisasi.

Supriyono (2000:185) mendefinisikan biaya sebagai pengorbanan
ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa, sedangkan Harnanto
dan Zulkifli (2003:14) biaya adalah sesvatu yang konotasi sebagai pengurang
yang harus dikorbankan untuk memperoleh tujuan akhir yaitu mendatangkan laba
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Dari beberapa pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa biaya
adalah merupakan kas atau nilai c¢kvivalen kas yang dikeluarkan untuk
mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan guna untuk memberikan suatu
manfaat yaitu peningkatan laba di masa mendatang.jadi terdapat empat unsur
dalam biaya yaitu:(1). Pengorbanan sumber ekonomi,(2).divkur dalam satuan
uang,(3).telah terjadi atau kemungkinan akan tenjadi,(4). Untuk mencapai tujuan

tertentu.

2. 4.2 Jenis Biaya
Menurut Sulastiningsih dan Zulkifli (1999:82), Jenis biaya hubungannya
dengan Perencanaan, Pengendalian, dan Pembuatan keputusan dapat

dikelompokkan ke dalam golongan, yaitu :

1. Biaya standar dan biaya dianggarkan
a. Biaya standar, merupakan biaya yang ditentukan di muka
(predetermine cosf) yang merupakn jumlah biaya yang seharusnya
dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk.
b. Biava yang dianggarkan, merupakan perkiraan total pada tingkat
produksi yang direncanakan
2. Biaya terkendali dan biaya tidak terkendali
a. Biaya terkendali {controlable cost), merupakan biaya yang dapat
dipengaruhi secara signifikan oleh manajer tertentu,
b. Biaya tidak terkendali (uncontrolable cost), memipakan biaya yang
tidak secara langsung dikelola oleh otoritas manajer tertentu.
3. Biaya tetap commited dan discretionary
a. Biaya tetap commited, merupakan biaya tetap yang timbul dan jumlah
maupun pengeluarannya dipengarubi oleh pihak ketiga dan tidak bisa
dikendalikan oleh manajemen.
b. Biaya tetap discretionary, meupakan biaya tetap yang jumlahnya
dipengaruhi oleh keputusan manajemen.

4. Biaya variabel teknis dan biaya kebijakan
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a. Biaya variabel teknis (engineered variabel cost), adalah biaya variabel
yang sudah diprogrammkan atau distandarkan seperti biaya bahan
baku dan biaya tenaga kerja langsung.

b. Biaya variabel kebijakan (discretionary variabel cost), adalah biaya
variabel yang tingkat variabilitasnya yang dipengamhi kebijakan
manajemen.

5. Biaya relevan dan biaya tidak relevan

a. Biaya relevan (relevan cost), dalam pembuatan keputusan merupakan
biaya yang secara langsung dipengarvhi oleh pemilikan alternatif
tindakan oleh manajemen.

b. Biaya tidak reievan (irrelevant cost), merupakan biaya vang tidak
dipengaruhi oleh keputusan manajemen.

6. Biaya terhindarkan dan biaya tak terhindarkan

a. Biaya terhindarkan (avoidable costs), adalah biaya yang dapat
dihindar: dengan diambilnya suatu alternative keputusan

b. Biaya tak terhindarkan (unavoidable costs), adalah biaya yang tidak
dapat dihindari pengeluarannya.

7. Biaya diferensial dan biaya marjinal

a. Bilaya diferinsial (differensial Cost), adalah tambahan total biaya
akibat adanya tambahan penjualan sejumlah unit fertentu.

b. Biaya Marjinal (Marjinal costs), adalah biaya dimana produksi harus
sama dengan penghasilan marjinal jika ingin memaksimalkan laba.

8. Biaya Kesempatan (opporfunity costs), merupakan pendapatan atau
pengheniatan biaya yang dikorbankan sebagai akibat dipilihnya alternatif
tertentu.

2. 4.3 Biaya Umum

Biava wmum dan overhead (common costs), adalah biaya-biava
dari input-input fersebut yang diperlukan untuk satu atau lebih layanan dalam dua
atau lebih Inkremen, dimana tidak mungkin untuk mengidentifikasi sejauh mana
suatu Inkremen tertentu dapat menimbulkan biaya. Biaya galian {trenching)
merupakan contch yang baik mengenai perbedaan antara biaya bersama dan biaya

umum. Biava-biaya galian khusus untuk jaringan akses umumnrya merupakan
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biaya bersama sebab galian bisa digunakan oleh dua atau lebih layanan. Namua
demikian, beberapa galian akan digunakan oleh kedua jaringan akses dan jaringan
transmisi. Dalam hal-hal ini, biayanya merupakan biaya umum. Contoh lain dari
btaya umum adalah overhead perusahaan. Biaya-umum dapat merupakan baik
biaya umum tetap atau biaya gabungan.
2.4, 4 Standar Biaya

Peratutan Menterd Keuangan Nomor 01/PM.02/2009 Standar Biaya Umum
(SBU) adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan
dan/atau indeks satuan biaya keluaran yang bersifat lintas kementerian

negara/lembaga dan/ atau Jintas wilayah.

Standar biaya yang digunakan merupakan standar biaya masukan pada
awal tahap perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, dan nantinya menjadi
standar biaya keluaran. Pengertian tersebut diterjemahkan berupa berupa Standar
Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK).

Butir-butic pemikiran mengenai pengembangan standar biaya dalam
rangka mendukung penerapan PBK dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Standar biaya merupakan alat untuk penyusunan anggaran;

b) Standar biaya tidak bersifat penetapan pada suatu jumlah tertentu tanpa
ada kemungkinan perubahan (naik/turun). Perubahan jumlah/angka
standar biaya dimungkinkan karena adanya perubahan parameter yang
dijadikan acuan. Parameter tersebut dapat berupa angka inflasi, keadaan
kondisi darurat (force majeur), atau hal lain yang ditetapkan sebagai
parameter;

¢) Siandar biaya dikaitkan dengan pelayanan yang diberikan oleh K/L

{Standar Pelayanan Minimal).

2.5 Alur Pikir Peneiitian

Adur pikir yang dibangen pada penelitian ini menggambarkan faktor-faktor yang
mempengaruhi  implementasi kebijakan Standar Biaya Umum dalam penyusunan

Anggaran. Alur pikir penelitian yang dimaksud selengkapnya disajikan dalam Gambar:
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Gambar 2.5. Alar Pikir Penelitian

Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM
h 4 h 4
Biro Eamtor Wilayah
Perencanaan Dan UPT
- Komunikasi
{ - SumberDaya
4 Y. - Sikap
Berperan sbyg Berperan sebagai + Struktur Birokrasi
koordinator Pelaksana Teknis
PENYUSUnan dalam penyusunan
anggarn dan pengalokasian Aspek-aspek
Kebijakan
h 4 r Efcktif dan efisien implementzsi
Kebijakan siandar Biaya Unum kebijakan standar biays umum
dalam penyusunan anggaran pada dlm penyusunan anggaran
Kementeran Hukum dan HAM
Standar Biaya
umum
k4
Perumusah Masalah - Koordinasi
- ERektifcfisicn

Dari Gambar 2.5 dapat disimak bahwa alur pikir yang digunakan dalam

_ penelitian ini untuk mengukur dan menganalisa faktor — faktor yang

- mempengaruhi implementasi kebijakan Standar Biaya Umum dalam penyusunan

biaya pada Kementerian Hukum dan HAM, George C. Edward I (1978:295-305)
berpendapat ada 4 (empat) aspek yang mempengarehi pelaksanaan kebijakan
vang saling berinteraksi dan sdling berpengaruhi sebagai benkut : (1)
Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Sikap, dan (4) Struktur Birokrasi.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana Implementasi Kebijakan Standar Biaya Umum dalam Penyusunan

Anegaran pada Kementerian Hukum dan HAM khususnya Birc Perencanan?
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BAB IIT
METODE PENELITIAN

Penggunaan metode penelitian diperlukan guna megumpulkan sejumlah
data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam
pokok permasalahan, pemilihan metode yang tcpat dan sesuai dengan jenis
penelittan dan menjadikan hasil peneliiarn lebih akerat dan dapat
dipertanggungjawabkan.oleh karena itu metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini terdin dan :

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian yang
menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memabami obyek yang diteliti
secarz mendalam yaitu mengungkapkan dan menjelaskan kenyataan adanya
makna yang menyeluruh dibalik obyek yang ditelitinya. Proses penelitian
kualitatif akan menghasilkan femuan yang benar-benar bermanfaat memerlukan
perhatian vang serius terhadap berbagai hal yang dipandang perlu. ada tiga hal
yang perlu diperhatikan, yaitu kedudukan teon, metodclogi penelitian dan desain

penelitian .

Data Kualitatif merupakan paparan verbal, seperti transkip, data tekstual,
kata-kata, dan makna kata-katz yang ditujukan untuk mendapatkan pemahaman
atas konsep, teori, serta memberikan penjelasan mendalam mengenai svatu konsep
atau teori

John W. Creswell (1998:15) pada mstode kualitatif penelii membuat
suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan
informan dan melakukan studi pada situasi yang alami. Menurut Bogdan dan
Taylor (Moleong:2007:3) menysbutkan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskrnptif berupa kata-kata tertulis maupun

lisan daii orang-orang dan perilaku yang diamati

Dari kedua pengertian di atas makna penelitian kualitatif sangat
bergantung dengan hasil pengamatan peneliti tidak terbatas pada urusan data

dokumen dan objek penelitian saja. Dalam pendekatan kualitatif, teori tidak
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menjadi pembimbing sentral bagi peneliti dalam merancang penelitian dan
menafsitkan data penelitian. Sumber pokck jawaban permasalahan penelitian
terletak pada data-data yang dikumpulkan peneliti di lapangan, bukan bersumber
dari teori, sedangkan teori di daiam penelitian ini digunakan untuk membantu

memperjelas karakteristik data.

3. 2. Jenis Penelitian

Ditinjau dart jenisnya, Penelitian ini dikategorikan deskriptif yakni
peneitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sutu gejalah atau
fenomena sosial.Sementara itu menurut Furchan(2004:447), metode penelitia
deskriptif merupakan penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi
tentang status suatu gejalah saat penelitian dilakukan, dan Sukmadinata(2006:72)
mendefinisikan sebagai svatu  bentuk penelitian yang tunjukan untuk
mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada , baik fenomena alamiah maupun
fenomena buatan manusia yang berupa aktifitas, karakteristik, perubahan,
hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena
Jainnya.

Menurut (Best,1982:119), metode penelitian deskriptif merupakan metode
penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterprestasikan objek sesuai
dengan apa adanya, sehingga menurut beberapa pendapat tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa tujuan penelitian deskriptif menggambarkan mekanisme
sebuah proses untuk menyajikan informasi-informasi, menjelaskan tahap-tahap
atau seperangkat tatanan dengan teliti.

Sesuai dengan judul penelitian yait: Evaluasi implementasi kebijakan
Standar Biaya Umum dalam penyusunan anggaran pada Kementerian Hukum dan
HAM, penelitian int akan mengungkapkan proses penyusunan anggaran apakah
telah berpedoman padz Standar Biaya Umum dan dapat dilaksanakan sesuai
dengan kebijakan yang berlaku. Dalam kaitan ini peneliti tidak terbatas pada
pengumpulan dan pengolahban daia tetapi juga melakukan analisis dan interprestasi

tentang data tersebut.
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3.3. Tahap Penelitian

John Creswell (2008) menyajukan tahapan penelitian kualitatif sebagai
berikut. Pertama, dimulai dengan indentifikasi masalah yang menjadi sasaran
dalam penelitian yang menyangkut spesifikasi isu atau gejalah yang hendak
dipelajari. Kedua, pembahasan atau penelusuran kepustakaan(literatur
review).Ketiga, menentukan tujuan dari penelitian atau mengidentifikasi maksud
utamna dari penelitian.Keempat, Pengumpulan data

Kelima, Analisis dan penafsiran (interprezation) datajadi data yang
tersedia yang biasanya dalam bentuk teks dianalisis yang menyangkut klasifikasi
dan pengkodean.Keenam, tahap tekahir yaitu pelaporan dimana sitvasi,lingkungan
dan pengalaman partisipan.

Penelitian ini dimulai dengan proses pengumpulan data yang meliputi data
primer dan skunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam,
sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen RKA-KL Kementerian Hukum
dan HAM Standar Biaya Umum Kementerian Keuanga dan dokumen

lainnya.seperti pada gambar dibawah ini :
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Gambar 3.1, Tahap Penelitian

Pengumpulan Data

I

. 3
Data Primer Data Sekunder
; v
Wawancara -Dok.RKA/KE, SBU
Mendalam -Undang-undang
Pejabat Pegawai

.. S

v

Analisis Hasil
Wawancara

¥

Penartkan Kesimpulan

v

Hasil Penelifian

Sumber : Dewi Hanggraceni (2009) telah di alah kembali

3. 4. Teknik Pengumpulan Data

Selain jenis penelifian berdasarkan tujuan, manfaat, dan penggunaan waktu,
teknik pengumpulan data juga memegang peran yang sangat penting dalam
menghasilkan dan mempercleh data yang akurat sesuai dengan kebutuhan peneliti
untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk
mencari dan imenentukan informasi yang sesuai dengan topik penclitian, sehingga

dapat menjelaskan permasalahan penelitian secara objektif.

Berdasarkan hal tersebutteknik pengumpulan data yang dihasilkan dan

penelitian ini bersumber dan data primer dan data sekunder
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Data Primer :

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari
lapangan dan belum dilakukan pengolahan lebih lanjut (Blaikie,2003:18).
Data primer dihasilkan melalui kegiatan wawancara mendalam (indepth
interview) untuk mendapatkan data analisis Implementasi Kebijakan Standar
Biaya Umum dalam penyusunan anggaran di Kementerian Hukum dan HAM.
Wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam hal — hal yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti. Individu yang dimintai informasi
sehubungan dengan situasi dan kondisi penelitian disebut informan, dalam
hal in1 informan dipilih secara sengaja (purposive). Wawancara berlangsung
secara informal dan bersifat terbuka (open-ended questions) dengan maksud
agar peneliti mengetahui dengan tepat jawaban yang diberikan informan,
karena peneliti tidak membatasi pilihan jawanban sehingga mereka dapat
menjawab secara bebas sesual dengan pengalaman, pengetahuan dan
pandangan mereka untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan

peneliti.

Di dalam melakukan wawancara peneliti dilengkapi dengan instrumen
dalam bentuk pedoman wawancara yang dibuat secara tidak terstruktur untuk
memperoleh data primer yang disusun berdasarkan parameter yang
dibutuhkan dan relevan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut diberikan kepada sejumlah informan yang
dianggap kompeten dan representatif berdasarkan tujuan penelitian. Pedoman
wawancara terdini dari beberapa pertanyaan utama yang dijadikan pedoman
bagt peneliti. Kemudian pertanyaan tersebut dapat dikembangkan pada saat
wawancara scsuai dengan konteks penelitian, Dengan demikian sangat
dimungkinkan bagi peneliti untuk menggali pertanyaan lebih mendalain
kepada informan walaupun pertanyaan tersebut tidak termasuk dalam
pedoman wawancara, sampai kepada jawaban dimana peneliti merasa cukup

unfuk dapat menjawab permasalahan penelitian.

Teknik ini dilakukan atau digunakan untuk mendapatkan dan

mengangkat informasi (data empiris) yang berhubungan dengan: pandangan
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dan sikap aktor/stakeholders dalam implemeutasi kebijakan Standar Biaya
Umum dalam Penyusunan Anggaran, faktor-faktor apa saja yang menjadi
kendala terkait dengan hal-hal dalam implementasi kebijakan tersebut.
Mengingat keterbatasan peneliti dalam merekam dan mengingat, serta agar

data hasil wawancara ini dapat terekam dengan baik.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melaiuvi studi kepustakaan ibrary research) ,
dalam studi kepustakaan peneliti mempelajari dan menelaah berbagai literatur
seperti buku, jurmal, majalah, undang-undang,d!l dengan tujuan untuk
menghimpun sebanyak mungkin pengetahuan sesuai dengan permasalahn
penclitian sehingga dapat mendukung analisis peneliti, sehingga
mengoptimalkan kerangka teori dalam menentukan arah penelitian
pengumpulan data melalui mekanisme pengolahan dokumen — dokumen,

studi kepustakaan, pengamatan dan data lain yang mendukung penelitian.

3. 5. Teknik Analisis Data

Analisis data berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara
dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori
atau gagasan yang baru.Inilah yang disebut hasil temuan atau findings yang dalam
[enelitian kualitatif berarti mencari dan menemukan tema dan pola (J.R.Raco,
2010:121).Sédangkan menurut ~ Moleong (2007:28) bahwa analisis data
merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedlam pola,
kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat
dirumuskan hipotesis kerja.

Prinsip pokok penniis dalam teknik analisis kualitatif adalah mengolah dan
menganalisa duta-data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur,
terstuktur dan mempunyai makna.Seperti yang dijelaskan oleh Prasetya Irawan
(2006) mengenai langkah-langkah dalam proses analisis data untuk penelitian
kualitatif, dalam melakukan penelitian ini penulis akan melakukan analisis data

dengan Jangkah sebagai berikut :
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Proses Analisis Data

69

PENGUMPULAN TPRANSKRIP PEMBUTAN L KETEGORISASI

DATA MENTAH DATA KODING " DATA
PENYIMPULAN .| TRIANGULASI .| PENYIMPULAN
SEMENTARA 4 AKHIR

Sumber : Prasetya Irawan dalam Penelitian Kuafitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilimy Sosil (2006)

1. Pengumpulan Data Mentah

Penulis dalam tahap ini mengumpulkan data mentah melalui wawancara,

pengamatan dan kajian pustaka, penulis akan menggali informasi

berdasarkan kejadian faktual yang terjadi berkaitan dengan proses

penyusunan anggaran, penggunzan SBU dalam penyusunan anggaran,

implementasi  kebijakan
hambatan-hambatan dalam proses penyusunan anggaran.
2. Transkip Data

SBU dalam penyusunan anggaran serta

Transkip data yang diperoleh dari catatan yang didapat dalam bentuk

rekaman suara melalui alat perekam ditubah dalam bentuk kata-kata

seperti yang terekam
3. Pembuatan koding

Dalam Pembuatan Koding, Peneliti mencatat hal-hal yang paling penting

dan paling singkat dari data dan dijadikan sebagai kata kunci.

4. Kategorisasi Data. Kategorisasi berarti penyusunan Kategori, jadi peneliti

dalam hal ini melakukan pengelompokan data, data yang berhubungan

akan disatukan, dan data yang tidak berhubunga tidak dimasukkan agar

memudahkan dalam mengelolahnya
5. Penyimpulan Sementara

Pada Tahap ini, Penuiis tidak melakukan penyimpulan sementara
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6. Triangulasi
Tahap ini, penulis melakukan proses pengecekan antara safu sumber
dengan sumber data lainnya guna mendapatkan data yang akurat. Trigulast
yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi model sumber
karena pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode
wawancara, pengamatan dan Jokumentast.

7. Penynnpulan Akhir
Pada Tahap akhir ini, penulis akan menarik kesimpulan atas penelitian

yang dilakukan,

Data Kualitatif juga ditujukan untuk mendapatkan pemahaman atas konsep
dan memberikan penjelasan mendalam mengenai suatu konsep atau teori, Analisis
data kualitatif berupa paparan verbal yang diperolch dari hasil wawancara
mendalam dan jawaban pertanyaan terbuka dari responden dilakukan dengan tabel
kode tematik kualitatif Paparan verbal informan pada awalnya dikategorisasikan
menjadi beberapa tema yang diidentifikasi, selanjutnya dapat disusun snatu kode
tematik kualitatif yang menghubungkan tiap-tiap informan dengan tema-tema
yang telah diidentifikasi, penehtt sebagai mana disarankan oleh trochim (2006:45-
60). Berikut ini adalah contoh tabel kode yang dimaksud.

Tabel 3.1. Contoh Tabel Kode Tematik Kualitatif

Responden Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5

1 v ¥ v
2 v v
3 v «J
4 v {
5 v v v
6 '\‘ V ¥

7 v N V
8 v v
9 v ~J
10 ¥ v

Sumber :Dewi Hangzaraeni (2009)
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Tabel kode tematik kualitatif tersebut selanjutnya dapat dimodifikasi lebih
jauh menjadi tabel angka kode tematik kualitatif agar dapat dilakukan analisis
vang lebih mendalam pada data kualitatif hasil wawancara mendalam
penelititerhadap respaonden.tabel 3.4 menunjukkan angka kode tematik kualitatif

dari contoh pada tabel 3.3.

Tabel 3.2. Contoh Tabel Kode Tematik Kualitatif (2)

_Responden Temal [Tema2 | Tema3 | Temad | Tema 35 Total
1 1 1 0 1 0 3
2 1 ¢ 1 0 0 2
3 I 1 0 1 ¢ 3
4 0 1 0 I 0 2
5 0 I 0 1 1 3
6 1 1 0 0 1 3
7 0 0 1 1 1 3
8 0 i 0 | 0 2
9 0 0 1 0 ] 2
10 0 0 0 1 I 2
Total 4 6 3 7 S

Sumber : Dewt Hanggraeni (2009)

Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap Informan yang dipilih.

Para Informan yang diwawancarai adalah :

1. Staf pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan,

2. Pejabat struktural di Bagian Penyusunan Progran dan Anggaran Pada Biro
Perencanaan, Sekretariat Jenderal;

3. Pejabat struktural di Bagian Penyusunan Progran dan Pelaporan Kantor
Witayah Kementerian hukum dan HAM,

4. Stafbagian penyusunan program dan anggaran Biro Perencanaan;

5. Staf di Bagian Penyusunan Progran dan Pelaporan Kantor Wilayah

Kementerian hukum dan HAM.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Gambaran umum Sckretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM tidak
terlepas dari latar belakang berdirinya departemen, karena sejak mula berdiri

Sekretariat Jenderal merupakan salah satu unit yang pertama dibeniuk.

4.1. Latar Belakang dan Pentingnya Kementerian Hukum dan HAM

Sejarah Departemen Kehakiman dimulai pada hari-hari pertama kemerdekaan
Bangsa Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI dalam sidangnya
menetapkan hal-hal yang bersangkutan dengan struktur Negara menurut Undang-
Undang Dasar dengan menetapkan Kementrian Negara. Pemerintahan Republik
Indonesia dibagi dalam 12 departemen (kementrian), yaitu Departemen Dalam
Negeri, Departemen. Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan,
Departemen Kemakmuran, Departemen Kesehatan, Departemen Pengajaran,
Pendidikan, dan Kebudayaan, Departemen Scsial, Departemen Pertahanan,
Departemen Penerangan, Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum.

Selain ditetapkan jumlah departemen telah diatur pula secara singkat singkat
tugas pokok dan ruang lingkup departemen yang bersangkutan. Adapun fugas pokok
Departmen Kehakiman adalah mengurus hal mengenai pengadilan, penjara,
kejaksaan, dan sebagainya. Pada waktu itu yang termasuk ruang lingkup tugas
departemen antara lain : Balai harta peninggalan dan pusat pendaftaran wasiat,
notariat, catatan sipil, ijin tinggal di Indonesia, kepenjaraan, persetujuan berdirinya
perkumpulan, peraturan mengenai hokum perdata, dagang, dan semua peraturan
mengenai peradilan, daktiloskopi, pengurusan paspor ke luar negeri, dan lain-lain.

Tahun derm tahun sesuai dengan perkembangan sejarah Republik Indonesia,
maka susunan corganisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan
HAM mengalami perubahan dan penyempurnaan pula. Secara ringkas perubahan

berdasarkan fangsinya itu sebagai berikut:

72 Universitas Indonesia

Evaluasi implementasi..., Jusneni, Program Pascasarjana Ul, 2010



75

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan tugas-tugas tersebut, Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh
Sekretaris Jenderal adalah unsur pembantu Menteri dan merupakan pejabat birokrat
tertinggi di lingkungan Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri, sehingga Sekretariat Jenderal sangat berperan dalam memfasilitasi
dan mengkoordinasikan kegiatan unit-unit eselon 1, kantor wilayah serta satker di
bawahnya dimana hal tersebut telah berjalan dengan baik, tetapi tentu saja untuk
koordinasi perlu ditingkatkan terus, karena terkadang timbulnya masalah pada suatu

kegiatan karena terhambat masalah koordinasi antar unit organisasi.
Susunan organisasi dari sekretanat jenderal terdiri dari:

1. Biro Perencanaan;

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi
penyusunan rencana dan anggaran, pengorganisasian, ketatalaksanaan serta evaluasi
dan penyusunan laporan Departemen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, terdiri dari : Bagian Penyusunan Program dan Anggaran,
Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data, Bagian Evaluasi dan Laporan, Bagian

Organusasi, dan Bagian Ketatalaksanaan.

Ditinjau dari tugas yang dimiliki biro ini, maka bagian-bagian yang ada belumlah
tepat untuk menunjang fupoksi tersebut. Terutama bagian pengumpulan dan
pengolahan data, sama sekali tidak berhubungan dengan perencanaan, bagian i
mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelahan data, termasuk data
terkaitl gender, penyajian informasi serta penataan sistem informasi dan jaringan situs
Departemen. Namun, berdasarkan hasil observasi peneliti, hal ini sangat disadari
oleh para pimpinan sehingga telah ada wacana untuk menjadikannya sebagai Pusat

Data dan Informasi, hanya saja belum ditangani dengan serius.

Begitupun halnya dengan tupoksi bagian organisasi dan ketatalaksanaan tidak

berkaitan dengan perencanaan dan anggaran, yang lebih berkaitan adalah bagian
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evaluasi dan laporan karena capaian kinerja rencana dan anggaran tersebut di evaluasi

oleh bagian ini.

2. Biro Kepegawaian;

Riro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan
kepegawaian di lingkungan departemen, terdiri dan: Bagian Umum Kepegawaian,
Bagian Pengembangan Pegawai, Bagian Mutasi Pegawai, Bagian Pemberhentian

Pensiun Disiplin Pegawai, dan Bagian Tata Usaha Kepegawaian.

Biro ini dalam menjalankan tugasnya sangat rentan dengan kolusi dan nepotisme,
karena berhubungan dengan penerimaan, karr dan kesejahteraan pegawai. Hal ini
masih sering terjadi dan mungkin akan sulit dihapuskan dan membutubkan jangka

waktu panjang, karena hubungan kekerabatan antar pegawai juga sulit dihapuskan.

3. Biro Keuangan;

Biro Keuangan mempunyai tugas tnelaksanakan pembinaan, pengelolaan,
koordinasi, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Departemen berdasarkan
keizntuan peraturan perundangundangan yang berlaku, terdiri dari; Bagian
Pelaksanaan Anggaran, Bagian Perbendabaraan dan Tata Usaha Keunangan,
Bagian Pengujian dan Penerbitan Surat Perintah Membayar, Bagian Akuntansi
dan Pelaporan. Tugas Birc Keuvangan sangat erat hubungannya dengan Biro
Perencanaan, bahkan pada tahun-tahun sebelumnya bagian ini juga melakukan
penyusunan anggaran, saat ini koordinasi dilakukan menyangkut pencairan dan
pertanggungjawaban anggaran. Tugas masing-masing bagian juga saling

berkaitan.

4. Biro Perlengkapan;

Bire Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan
pengelolaan perlengkapan di lingkungan departernen, terdiri dari : Bagian
Analisa dan Kebutuhan, Bagian Pengadzan, Bagian Penyimpanan dan

Penyaluran, Bagian Inventarisasi, Bagian Penghapusan. Biro ini mengatur
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penyediaan kebutuhan departemen, sarana dan prasarana seperti pengadaan
pakaian dinas, kendaraan pegawai, rumah dinas, ATK untuk seluruh biro dan
sebagainya. Sebagian besar kegiatan terkait pengadaan barang dan jasa tiap
tahunnya dalam alokasi yang cukup besar

5. Biro Hubungan Masyarakat dan Luar Negeri.

Biro Hubungan Masyarakat dan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama dan luar negeri serta
pemberian informasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-
kegiatan di lingkungan departemen, terdiri dari: Bagian Hubungan daan
Kelembagaan Organisasi, Bagian Hubungan Luar Negen, Bagian Informasi dan
Komunikasi. Menurut pengamatan peneliti, biro ini kurang berperan di
lingkungan Sekretariat Jenderal. Minimnya peranan biro ini lebih terutama
disebabkan masalah koordinasi dengan unit lain, kepentingan, dan kemampuan
SDM. Seperti kita ketahui saat ini adalah masa kemajuan teknologi dan
informasi sehingga membutuhkan dana yang cukup besar, SDM vyang
berkompeten untuk pengembangannya. Bahkan saat ini tugas ini terpecah-pecah
dengan adanya Pusat Informasi Hukum dan HAM yang dibuat atas kerja sama
PBB yang juga di bawah kewenangan Sekretariat Jenderal.

6. Riro Umum

Biro Umum mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan taia usaha dan
rumah tangga di lingkungan departemen, terdiri dari : Bagian Tata Usaha
Departemen, Bagian Tata Usaha Pimpinan, Bagian Bina Sikap Mental, Bagian

Rumah Tangga, Bagian Pengamanan.

Saat ini biro wmum mempunyai pegawai dalam jumlah yang paling banyak,
karena melakukan pemeliharaan operasional sehari-hari sekretariat jenderal
seperti pemeliharaan sarana fisik dan sarana lainnya, telepon, listrik, air, taman,
parkir, penggunaan rumah dinasfjabatan di lingkungan Departemen, penyiapan
tempat rapat/pertermuian, poliklinik, dan yang menarik adalah pembuatan daftar

gaji pegawal di lingkungan Sekretariat Jenderal yang dilakukan bagian rumah
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tangga. bukan oleh Biro Keuangan. Pada tahun sebelumnya daftar gaji pernah

menjadi kewenangan Biro Keuangan.

Adapun struktur organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM

tampak dalam gambar 4.1

B Y
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Gambar 4.1. Struktur OQrganisasi Sekretariat Jenderal

SEKRETARIAT
JEHDERAL
BIRO
BIRG B0 880 o H'mm BIRO
PERERCANANK)  |vpEcaWAIAN| | KEUANGAN PERLEHGKAPAY Ol UMUK
HUBHGAN
LUAR NEGERS
USAT H
PEHGKANAR Did KELOMPOX
PEGENBARGAN JABATAR
SEBLMKAN FUNGSTONAL /

Sumber : Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor : M.09.PR.07-10 Tahun 2007
Tanggal 20 April 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM. Hal ii
(Lampiran I}

Sementara itu Bagian Penyusunan Program dan Anggaran (PPA) sendin
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan perencanaan, prograin dan
anggaran serta pemberian bimbingan teknis perencanaan di lingkungan departemen.
Untuk melaksanakan wgas tersebui, Bagian PPA menyelenggarakan fungsi: (a)
koordinasi penyusunan perencanaan, prograrn dam anggaran, (b) pengelolaan,

pengolahan dan analisis data, (c) penyusunan rencana strategis yang meliputi rencana
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pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana

pembangunan tahunan, serta (d) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis

perencanaan departemen.

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran terdiri dari ;

a.

3

Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan
pengelolaan, pengolahan dan apalisis data, penyusunan rencana, program dan
anggaran, pcnyusunan. rencana strategis, Nota Keuangan dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Departemen, pembahasan
anggaran dap pemberian bimbingan iteknis perencanaan di lingkungan Unit

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dircktorat Jenderal

- Pemasyarakatan, dan Inspektorat Jenderal serta Kantor Wilayah Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa
Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan
pengeloiaan, pengolahan dan analisis data, penyusunan rencan;a, program dan
anggaran, penylapan bahan penyusunan rencana strategis, Nota Keuangan dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Departeraen,
pembahasan anggaran dan pemberian bimbingan teknis perencanaan di
lingkungan Unit Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat
Jenderal Hak Asasi Manusia, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi
Manusia serta Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di
Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan
Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan

Lampung.

Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III mempunyai tugas melakukan
pengelolaan, pengolahan dan analisis data, penyusunan rencana, program dan
anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, Nota Keuangan dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Departemer,

pembahasan anggaran dan pemberian bimbingan teknis perencanaan di
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lingkungan Unit Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
serta Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kalimanta;l
Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku,

Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat.

. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran IV mempunyai iugas melakukan
pengelolaan, pengolahan dan analisis data, penyusunan rencana, program dan
anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana sirategis, Nota Keuangan dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Departemen,
pembahasan anggaran dan pemberian bimbingzn teknis perencanaan di
lingkungan Unit Sekretariat Jenderal, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional
serta Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara,
Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. |

Adapun struktur organisast Biro Perencanaan tampak dalam gambar 4.2
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Sumber : Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor @ M.09.PR.07-10 Tahun 2007
Tanggal 20 April 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM. Hal iii

(Lampiran I}
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4.3. Visidan Misi dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM
4.3.1. Visi dan Misi

Pengertian visi misi menurut Sukisno Visi adalah suatu permnyataan tentang
gambaran keadaan karakleristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga pada jauh
dimasa yang akan datang. Pernyataan Visi tersebut harus selalu berlaku pada semua
kemungkinan peiubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu visi hendaknya
mempunyai sifat / fleksibel. Sedangkan misi adalah permnyataan tentang apa yang
harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Dalam
operasionainya orang berpedoman pada pernyataan misi yang merupakan hasil
kompromi intepretasi visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk diluju serta

dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian visi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor :
M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2010 Tangal 27 Januari 2010 Tentang Rencana Strategis
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2010-2014

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan
penjabaran dart Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai
dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang
disusun berpedornan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2010 - 2014. maksud menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Tahunan atau

Rencana Kerja dan Anggaran sesual tugas dan fungsi bagi :

1. Sekretariai Jenderat;

2. Inspektorat Jenderal;

3. Direktorat Jenderal;

4. Badan;

5. Kantor Wilayah Kememterian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Kantor Satuan Kerja Pelaksana Teknis
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Keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem
hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurmaan
struktur hukum dan pelibatan seiuruh komponen masyarakat yang mempunyai
kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang
dicita-citakan secbagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional 2005-2025.

Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional
sebagaimana yang dicita-citakan adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang
menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan
keadilan dan kebenaran. Berlandaskan hal tersebut maka dirumuskan visi dan mist

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu :

<27 Vg : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Misi : Melindungi Hak Asasi Manusia
“Tata Nilai 1. Kepentingan Masyarakat;

| 2. Integntas;

3. Responsif;

4, Akuntabel;

5. Profesional;
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4.3.2 . Tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai
kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan.
Tujuan pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014
adalah:

1. Menciptakan Supremasi Hukum;
2. Memberdayakan Masyarakat untuk Sadar Hukum dan Hak Asast Manusia;
3. Memperkuat Manajemen dan Kelembagaan secara Nasional;

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Universitas Indonesia

Evaluasi implementasi..., Jusneni, Program Pascasarjana Ul, 2010



BABY
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai eveluasi impiementasi kebijakan
Standar Biaya Umum dalam penyusunan anggaran pada Kementerian Hukum dan

HAM ditinjau dari aspek implementasi kebijakan.

5.1. Standar Biaya Umum Pada Penyusunan Anggaran Kementerian

Hukum Dan Ham :

Standar Biaya Umum dalam proses penyusunan anggaran Kementerian
dan Lembaga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004, Tentang
Penyusunan RKA-KL. Diperkvat oleh Peraturan Menteri Keuangan No.
01./PM.2/2009 Tentang Standar Biaya Umum Tzahun Anggaran 2610. Standar
Biaya Umum digunakan sebagai pedoman kegiatan dalam menyusun Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.

5. 1.1. Proses Penpanggaran

Proses penganggaran dimulai  darl  penyusunan  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPIM) yaitu dokumen perencanaan nasional
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, berdasarkan RPTM ini Kementerian Negara
/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L).

RPIM kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah vaitu
dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat
rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk di dalamnya arah kebijakan
fiskal dan moneter ,prioritas pembangunan, rencana kerja den pendanaannya. bagi

Kementerian/Lembaga

Kementerian/Leribaga menyusua Rencana Kerja dengan mengacu pada
RKP dan berpedoman kepada Renstra K/L kemudian menyampaikannya ke

Rappenas vang disehut dengan Renja KA. yaitu dakumen perencanaan

pembangunan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja K/L berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

kementerian/lembaga. Program dan kegiatan ini disusun kedalam Rencarna Kerja
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dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Setelah RKKA-KI. disahkan
menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) maka proses selanjutnya

adalah pelaksanaan anggaran.

Proses penganggaran dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPIM) yaitu dokumen perencanaan nasional untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, berdasarkan RPJM ini Kementerian Negara /Lembaga

menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L).

RPJM kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah yaitu
dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat
rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk di dalamnya arah kebijakan
fiskal dan moneter , prioritas pembangunan, rencana kegja dan pendanaannya.

bagi Kementerian/Lembaga.

Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja dengan mengacu pada
RKP dan berpedoman kepada Renstra K/L kemudian menyampaikannya ke
Bappenas vang sebut denmgan Renja K/ yaitu dokumen perencanaan

pembangunan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun,

Renja K/L berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
kementerian/lembaga. Program dan kegiatan ini disusun kedalam Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KI). Setelah RKA-KIL disahkan
menjadi Daflar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) maka proses sclanjutnya

adalah pelaksanaan anggaran.

Penganggaran dari - sejak  dimulai  penyusunan sampai  kepada
pertanggungjawaban APBN temyata merupakan suatu pioses yang menyita waktu
dan tenaga. Ferfama, jajaran pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang
terlibai dan Panitia Anggaran DPR praktis bekerja hampir sepanjang tahun, mulai

Maret hingga Oktober, untuk membahas dan mengeszhkan APBN.

Kedua, persetujuan DPR atas APBN sampat ke jenis belanja, organisasi, dan
fungsi memang bertuyjuan baik dan ideal untuk disiplin anggaran. Namun,
tentunya Jdapat menyulitkan kedua belah pihak antara DPR dengan Kementedan
Negara /Lembaga yang bersangkutan karena kedalaman materi dan waktu yang

mendesak sering kali memerlukan kompromi- kompronu. Ketergantungan
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eksekutif sebagai perencana dan pelaksana anggaran dengan legisiatif sebagai
pemegang kendali budget menjadi sangat tinggi sehingga mernigurangi fleksibilitas
eksekutif dalam kebijakan fiskal.

Ketiga, dengan bekerjanya proses penganggaran sepanjang tahun serta
proses penyusunan anggaran negara merupakan rangkaian aktivitas yang
melibatkan banyak pihak, tennasuk semua Kementerian dan lembaga, dan DPR,
maka keterlambatan bisa sering kali terjadi belum lagi jika perjadi perubahan

kebijakan atau revisi alokasi anggaran.berikut ini adaiah siklus APBN

Tabel. 5.1 Siklus APBN

Pokok-pokok
Kebijakan Fiskal dan
Kerangka Ekonomi Makro
(Pertenpahan Mei)

Pagu Sementara
(Pertengahan
Tuni]

RKP
Pagu Indlkatif
(Marel)

DIFA K/L
R e {31 Pesember)

(

Rincian Anpparan
Belan]a K/L
{Akhir November)

RAPEN
{Agustos)

APBN
(Akhir
{Oktoher)

Sumber :Departemen keuangan republik indonesia, direkiorat jenderal perbendaharaan

Informan dari Biro Perencanaan menyatakan :

” Bakwa Proses Penganggaran Puda Sekretariut Jenderal Kementerian
Hukum dan HAM masih banyak menghadapi kendala-kendalu mulai dari tahap
penyusunan  angguran, tahap  pengesahan  anggaranlahap  pelaksanaar
anggarantahap  Pengendalian/pengawasan  anggaransampai ke  tahap

pertanggungjawaban anggaran.
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Dari pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses
penganggaran pada Kementerian Hukum dan HAM masih banyak mendapat
hambatan apalegi dengan sistem penganggaran yang berbasis kinerja dimana
setiap kegiatan yang ada harus jelas output dan outcome yang dihasilkan,
banyaknya kegiatan- kegiatan yang belum optimal dalam pelaksanaannya karena
keterbatasan dana, namun disamping ifu banyak pula dana yang tidak terserap
vang disebabkan oleh keterbatasan waktu sehingga kegiatan yang direncanakan
iidak dapat dilaksananakankinerja belum diajadikan dasar alokast dan acuan
pembahasan di DPR. Pola pembahasan masih menggunakan pola lama yaitu
dengan penentuan alokasi lebth banyak di dasarkan pada alokasi tahun -
sebelumnnya, hal ini adanya ketimpangan informasi yang terjadi karena data

perencanaan dan pelaporan kinerja yang belum lengkap.

Pendapat dari peneliti sebelumnya Anna Emnita menyatakan bahwa
proses penganggaran pada Kementerian Hukum dan HAM masih banyak yang
perlu dibenahi yaitu mencakup perencanaan, penyusunan dan pembahasan
anggaran serta formai-foonat dokumen anggaran sampai dengan pelaporannya,

untuk meminimalkan hainbatan-hambatan yang ada.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Kementerian Hukum Hukum
dan HAM harus mempunyai strategis dalam proses penganggaran, seperti yang
diungkapkan oleh Bryson (2003:54-81) babwa ada delapan langkah dalam proses

perencanaan anggaran yaitu :

1.  Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis
Memperjelas mandat organisasi

Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi

Menilai lingkungan infernal

Menilai lingkungan eksternal

Mengidentifikasi isu strategis vang dihadapi organisasi

Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu

e e e

Menciptakan visi organisasi yang efektif dimasa depan
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5.1.2. Proses Penyusunan Anggaran

Berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM
Tahun 2007 bahwa kewenangan dalam penyusunan anggzran Kementerian
Hukum dan HAM, Sekretariat Jenderal menunjuk Biro Perencanaan cq. Bagian
Penyusunan Program dan Anggaran yang bertugas melaksanakan pembinaan,
koordinasi penyusunan tencana dan anggaran, pengorganisasian, ketatalaksanaan
serta evaluasi dan penyusunan laporan Kementerian berdasarkan peraturan

perundang — undangan yang berlaku.

Informan dan Maluku menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam

penyusunan anggaran terdiri dari :

l. Kepala Kantor
2. Kepala Divisi Administrasi
3. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, Kepala Bagian
Umum, Kepala sub bagian Penyusunan Program, Kepala Sub Bagian
Keunangan dan perlengkapan
4. Staf terkait sebagai pelaksana
Sedangkan Informan dari Unit Eselon I menyatakan bahwa pihak yang
terlibat dalam penyusunan anggaran terdiri dari :
1. Sekretaris Dirjen, sebagai penanggungjawab
2. Kabag PPL, sebagai Pengawas
3. Kasubbag PPL, sebagai Penelaah
4. Staf, sebagai pelaksana
Penyusunan anggaran yang berjalan saat ini bersifat bortom-up. Pada unit
Pusat di setiap Direktorat Jenderal menyampaikan usulannya ke unit eselon 1
dalam hal ini Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan , yang selanjutnnya para
unit eselon I menghimpun dan meneliti usulan tersebut kemudian disampaikan ke
Sekretariat Jenderal yaiin Biro Perencanaan, begitu pula untuk di daerah Para unit
pelaksana teknis dalam hal ini T.embaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan,
Cabang Rutan, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpavan Barang Sitaan

Negara dan Kanior Imigrasi menyampaikan usulannya ke Kantor Wilayah, yang
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selanjutnya oleh Kantor Wilayah dihimpun dan diteliti dan kemudian disampaikan

ke Biro Perencanaan Kementernan Hukum dan HAM.
Informan dari Biro Perencanaan meayvatakan :

“ Pada awal tahun anggaran berjalan, Biro Perencanaan melakukan
permintaan data usulan kegiatan kepada unit eselon I dan Kantor Wilayah
selaku koordinator dari satuan kerja untuic dihimpun dan diteruskan ke

Biro Perencanaan™

Pada awal tahun Kantor wilayah melakukan permintaan data-data usulan
kegiatan terhadap Unit Pelaksana Teknis, usulan Unit Pelaksana Teknis dan
Satker Kantor wilayah dihimpun oleh bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
yang akan diteruskan ke Biro Perencanaan dalam bentuk kertas kerja rincian
kegiatan dan anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) disampaikan ke Biro
Perencanaan yang dilengkapi dengan data dukung.

Informan dari Bira Perencanaan menyatakan :

“Usulan-usulan UPT dilimpin di Kantor Wilayal dalam hal ini Bagian
PPL kemudian diteruskan ke Biro Perencanaan, namun ada juga UPT

yang langsung mengirimkan ke Biro Perencanaan”

Dalam penyusunan anggaran sekarang ini Biro Perencanaan melibatkan
langsung para unit pusat dan daerah, hal ini dapat dilihat dar awalbpenyusunan
diadakan Rapat koordinasi, Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-K/L, Penelahaan
dan Terakhir adalah Pembahasan sebelum Fagu Definitif diturunkan.

Sebagaimana yang diengkapkan oleh Informan dari Biro Perencanaan

bahwa :

“ Dari awal penyusunan anggaran para wnit eselon I, Kepala Kantor
Wilayah dan Unit Pelaksaru Teknis  sudah dilibatkan ,sehingga

penyusunan anggaran dilakukan secara bersama tidak asal terima jadi”

Dalam Kegiatan Rapat Koordinasi di buat Nota kesepahaman yang
melibatkan para Kepala Unit eselon [, Kenala Kantor Wilayah, Kepala Divisi dan
Administrasi, dimana nota kesepabaman itu akan dijadikan pedoman dalamn

pembuatan suatu postur kegiatan yang mana akan dipakai dalam penyusunan
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anggaran paca tahun tersebut , Kementerian Keuangan serta Bappenas juga
terlibat dalam kegiatan tersebut dengan memberikan batasan-batasan yang harus
dilakukan dalam penyusunan anggaran. schingga terdapat keseragaman dalam

penyusunan anggaran untuk setiap propinsi.

Bimbingan Tekmis disini adalah Biro Perencanaan dan
Kementerian Keuangan secara teknis memberikan arahan tentang pengoperasian
aplikasi RKA-K/L. serta membuat postur kegiatan sesuai dengan nota
kesepahaman.sedangkan pada kegiatan Penelaahan penyusunan program dan
anggaran membahas kegiatan- kegiatan yang akan menjadi prioritas di tahun yang

akan datang sesuai dengan postur yang telah discpakati.

i. Seperti pernyataan dari Kantor Wilayah :

“ Balnwa dalam penyusunan anggaran untuk tahun yang akan dotang itu
mengacu pada anggaran tahun sebelummya, untuk melengkapi adanya
kebutuhan yang kurang nilai atau Iebih nilai anggarannya, atau kegiatan

belum masuk , untuk di usulkon di talun yang akan datang.

Dalam Penyusunan anggaran, usulan rincian kegiatan dan anggaran yang
disusun, mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun

anggaran sebelumnya atau DIPA tahun begjalan.Secara rinci.

Informan dari Biro Perencanaa menyebutkan bahan-bahan atau dokumen

sumber penyusunan anggaran sebagai berkut :

1. DIPA tahun sebelumnya

[ot]

. DIPA tahun berjalan

Lt

. Validasi Data Pegawai

Py

. Usulan anggaran dari setiap Unit pelaksana Teknis (UPT), termasuk Term of
reference {TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Selain dokumen diatas, ada beberapa dokumen lain vang juga hisa menjadi

dasar penyusunan anggaran, yaitu:
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1. Data jumlah Napi

2. Laporan  Tahunan Inventaris (LTI) termasuk Data Inventaris
Kendaraan,gedung kantor dan rumah dinas,peralatan kantor serta rencana

pembangunan gedung
3. Rekening dan rekapan Langganan Daya dan Listrik

Dari dokumen sumber tersebut diatas, untuk mengulur kebutvhan unit
pelaksana teknis yang mengacu pada data TOR dan RAB. Acuan tersebut
untuk digunakan dalam mengestimasi biaya dan kegiatan yang diusulkan untuk
tahun yang akan datang. Kemwudian, untuk validasi data pegawai digunakan
sebagai acuan dalam penganggaran belanja pegawai, data napi digunakan
sebagai acuan pengadaan Bahan Makanan Napi dan biaya hidup napi , Laporan
Tahunan Inventaris digunakan sebagai acuan untuk pengadaan dan perawatan
aset sedangkan Langganan daya dan listrik untuk menunjang operasional
kantor. Sedangkan dokumen DIPA sebelumnya dan DIPA berjalan dijadikan

acuan dalam mengajukan usulan kebutuhan pada tahun yang akan datang,

Untuk anggaran belanja yang sifatnya rutin seperti belanja pegawai (Gaji,
tunjangan, lembur) dan belama  barang  (perawatan aset, operasinal
perkantoran) biasanya tidak banyak berubah dari tahun ke tahun,untuk belanja
modal (pengadaan barang, Pembangunan gedung, rehabilitast gedung) bisa
terjadi perubahan yang signifikan tergantung prioritas kegiatan tahun anggaran

yang akan datang.

Sebagaimana yang diungkapkan ole¢h Informan dari Kantor Wilayah

bahwa :

“bahwa masih ada satuan kerja yang belum memberikan data usuwian
kepada Kantor Wilayah, sehingga menghambat pengiriman wsulan dan

tidak disertai dengan data dukung ke Biro Perencanaan.

Kendala yang sering dihadapi oleh Biro Perencanaan dalam penyusunan
anggaran adalah terlambatnya penyampaian usulan bahkan tidak menyampaikan
sama sekall seperti validasi data pegawal maka Biro Perencanaan dalam hal ini

Bagian Penyusunan Program dan anggaran mengacu kepada kegiatan pada tahun
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yang lalu dengan memperkirakan penambahan anggaran, namun hal seperti itu
tidak menjamin kesesuaian kebutuhan sebenamya yang menjadi kegiatan
prioritas. Karena keterlambatan tersebut maka menyebabkzn penyusunan anggaran
tidak optimal, karena terburu-buru, sehingga masih banyak data yang belum
diperbaharui akibat karena masih adanya satuan kerja yang belum menyampaikan
usulan ke kantor wilayah, sehingga data yang dikirim ke Biro Perencanaan adalah

data tahun sebelumnya sehingga terkesan copy paste.

Ketidaklengkapan data dukung untuk vsulan kegiatan turut juga memberi
andil terhadap munculnya angpgaran yang dibintang, hal ini tambah di perburuk
dengan minimnya pengetahuan unit pelaksana teknis dalam pengoperasian

aplikasi, sehingga dapat memperlambat proses penyusunan anggaran.

Sementara pendapat peneliti sebelumnya vaitu dan Anna Emita yang
menganalisa starategi pengelolaan anggaran berpendapat bahwa proses
penyusunan anggaran pada kementerian Hukum dan HAM sejauh ini belum
berjalan sesuai dengan aturan yang ada, hal itu disebabkan dalam penyusunan
anggaran kesulitan mendapatkan data akurat tentang kondisi dau kebutuan Unit
Pelaksana Teknis,sehingga dalam penyusunan anggaran tahun yang akan datang
mengacu pada kebutuhan yang sebelumnya yang pada akhimya terkesan kegiatan

berulang.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem penyusunan
anggaran yang ada masth bersifat tradisional. Menurut Bastian, Indra Line /tem
Budgeting adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas
pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai
tujuan yang telah ditentukan, Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan
urituk belanja/pengeluaran.Jadi /ine item budgeting sangat populer penggunaannya

karena dianggap mudah untuk dilaksanakan.

Solusi untuk masalah tersebut adalah komunikasi internal yang perlu
ditingkatkan.Seperti yang dikemukan oleh Edward 11l bahwa Faktor komunikasi
dianggap sebagai faktor yang sangat penting, karena dalam setiap proses
kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu saling

berhubungan untuk memecahkan suatu masalah.Jika personel yang
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bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya (jumlah
dan kemampuan) dalam melakukan twgasnya berakibat tidak dapat
dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan

pengawasan dengan baik.

5.1.3 Implementasi Kebijakan Standar Biaya Umum dalam Penyusunan
Anggaran Pada Kementerian Hukum dan HAM

Sesuai amanat UU No. 17 tahun 2003 dan dijabarkan dalam PP 21/2004
tentang Penyusunan RKA-KI. bahwa dalam penyusunan anggaran berbasis
kinerja diperiukan indikator kinerja dan standar biaya. PF 21 Tahun 2004 pasal 7
ayat (3), dalam penganggaran berbasis kinerja (PBK) diperlukan indikator kinega,
standar biaya dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk
menilai capaian satuan kerja dalam melaksanakan kegiatannya dalam suatu tahun
anggaran. Penilaian atas pelaksanaan kegiatan berkenaan dilakukan melalui
evaluasi kinefja yang didukung oleh standar biaya yang ditetapkan pada
permulaan siklus tahunan penyusunan anggaran sebagai dasar uniuk menentukan
anggaran untuk tahun yang direncanakan. Standar biaya terdiri dari standar biaya

umum dan standar biaya khusus.

Standar Biaya Umum (SBU) yang disusun harus memiliki reievansi antara
alokasi anggaran dengan keluaran (oufpus) suatu kegiatan yang direncanakan serta
keterkaitan antara kegiatan dengan program Kementeran Negara / Lembaga
sechingga dapat diperoleh pembiayaan kegiatan secara wajar dan efisien. Untuk
program dan kegiatan yang direncanakan diperfukan dukungan dana yang lebih
memadai. Tanpa dukungan dana yang memadal sulit diharapkan untuk

mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Standar biaya micrupakan szlah satu instrumen yang diperlukan dalam
penyusunan Renczna Kepa Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL).
Mengingat pentingnya standar biaya bagi Kementerian Negara/Lembaga, maka
diperiukan periu adanya penyempurnaan dalam penyusunannya, sehingga
nantinya standar biaya vang ditetapkan dapat mengakomodir kebutuhan
Kementerian Negara/Lembaga dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

ditetapkan oleh masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.
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Sebagaimana yang dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Anggaran

Kementerian Keuangan :

..... Bainva dalam penyusunan anggaran kita harus ada acuan yang
dipakai yaitu Standar Biayva Umuamn (SBU) yang diterbitkan oleh Kementerian

I3

Keunangan, tujuannnya agar uda keseragaman dalam penyusunan anggaran...’

SBU memiliki peran penting yaitu sebagal sarana penentuan batasan
alokasi sumber daya/anggaran dalam suatu kegiatan. Dengan adanya SRU
diharapkan pengeluaran/belanja memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas,
Efisiensi berarti bahwa belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan harga yang
digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan Kementerian pasar yang

berlaku, sedangkan efektif mengandung arti bahwa belanja yang dianggarkan

- tersebut tepat guna/sasaran.

Seluruh komponen anggaran belanja disusun lalu diperiksa apakah nilai

satuan atau paketnya melebihi Standar Biaya Umum (SBU) atau tidak.
Informan dan Kanwil Bangka Belitung menyatakan :

“Sebelum mengajuien uswlan anggaran ke Biro perencanaan
menggunakan dua indikator untuk mengontrol usulan yaitu setiap usulan
yang diajukan mengacu kepada SBU dan sesuai dengan kebutuhan Satuan

Kerja, agar tidak terjadi pemborosan’

Sementara Informan dari Biro Perencanaan menyatakan : bahwa SBU
merupakan Standar tertinggi, sehingga dalam penyusunan anggaran karena

adanya keicbatasan pagu maka selalu dibawah standar SBU.

Jadi dapat disimputkan bahwa SBU itu sudah diterapkan dalam
penyusunan anggaran tapi karera keterbatasan pagu sehingga Standar Biaya yang

digunakan masih dibawah standar.
Informan dari Biro Perencanaan menyatakan :

“Bahwa dalam penyusunan anggaran belum semua mengacu pada
Standar Biaya Unuamn, tapi untuk kegiatan di ex rutin yang pada program
penerapan rata-rata sudali mengacu Standar Biaya Umum hanya untik

kegiatan perawatan gedung, perawatan kendaraan dinas yang belum
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mengacuw Standar Biaya Umum masih dibawah Standar Biaya Unum
semua karena alasannya kalau mengacu pada Standar Bicya umum pagu

tidak mencukupi”
Selanjutnya Informan dari Kanwil Lampung menyatakan :

“Bahwa selama ini dalam penyusunan anggaran suduh berpedomain pada
Standar Biaya Umum, tapi pada kenyataannya penggunaan SBU belum

seragam antara saiu propinsi dengan propinsi yang lain”

Standar Biaya Umum bertujuan untuk keseragaman dalam arti dengan
adanya standar biaya umum antara satu satker dengan satker yang lain bisa ada
standar yang sama terhadap harga suatu barang, walaupun untuk transport tidak
bisa disamakan antara satu daerah dengan daerah yang lain.hal itu dikarenakan
adanya Faktor geografis, schingga transport lokal antara propinsi kepulauan
dengan propinsi daratan itu berbeda. '

Berdasarkan pemyataan informan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa
pengimplementasian kebijakan standar biaya umum dalam penyusunan anggaran
masih menemukan kendala-kendala seperti terbatasnya anggaran, faktor
geografis, sehingga Standar Biaya Umum belum optimal dijadikan acuan dan hal
ini menyebabkan banyaknya kegiatan yang diblokir olch pihak Direktorat
Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan setelah dikonfirmasi, pemblokiran
beberapa anggaran tersebut selain disebabkan karena data dukung seperti TOR
dan RAB juga karena tidak mengikuti Standar Biaya Umum.

Sementara peneliti sebzlumnya Christianus Deddy Wibowo, 2009 yang
meneliti masalah Cfektivitas Standar Biaya Khusus Dalam Penganggaran di
BPOM : Pendekatan Cost Cosiing, berpendapat bahwa pada dasarnys standar
biaya sebagai dasar pengalokasian anggaran. Namun di sisi lain identifikasi
melalui standar biaya pada dasarnya tidak berdirt sebagai faktor tungzal dalam

menentukan keputusan anggaran. Persoalan anggaran terbentur pada masalah
pagu.

Edward III berpendapat bahwa Implementasi akan begjalan efekt:f apabila
ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang

bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejclasan ukuran dan
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tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan
para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu
dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun

tujuan kebijakan itu.

5.2,  Analisis Data

Berdasarkan langkak-langkah dalam proces analisis data untuk penelitian
data kualitatif, penulis telah melakukan wawancara dengan Informan, hasil
wawancara yang didapat, kemudian ditranskrip ke dalam bentuk tuiisan,
kemudian membuat Koding dan mencatatat kata-kata kunci yang muncul dari

transkrip data tersebut

Tahap berikutnya penulis memilih-milih kata-kata kunci atau tema uniuk
dilakvkan pengelompokkan data. Daia yang berhubungan disatukan , dan data
 yang tidak berhubungan tidak dimasukkan agar memudahkan dalam
mengelolahnya .

Tabei 5.1. Lima Tema Utama Hasil Wawancarza

Tema 1 | Implementasi Kebijakan Standar Biaya Umum dalam penyusunan
anggaran sudal diterapkan tapi belum maksimal
Tema 2 | Komunikasi dalam penyusenan anggaran sudah berjalan dengan baik

Tema 3 | Sumber Daya baik sumber daya manusia ataz sumber daya dalam hal
ini anggaran dan sarana prasarana belum memadai dalam penyusunan
anggaran yangjerpedomah pada Standar Biaya Umum

Tema 4 | Peran dan dukungan Pimpinan dalam penyusunan anggaran yang
bemedoman kepada Standar Biaya Umum _
Tema 5 | Struktur Birokrasi mendulkung kebijakan standar biaya umurm dalam
penyusunan anggaran

Hasil nenyandingan tematik kualitatif dari hasil wawancara yang telah
dilakukan terhadap lima Informan wawancara mendalam dan selanjutnya dapat

dilihat pada tabel 5.2
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Informan
13 12 14 I5
Tema ) 2 1 2 2
Tema 2 1 2 2 1
Tema 3 1 1 1 2
Tema 4 2 1 1 2
Tema 5 2 2 0 2

Sumber : Hasil anaiisis dat primer
Keterangan :0= tidak berpendapat; 1 = tidak setuju dengan tema; dan 2 = sctuju dengan tema

Berikut int adalah beberapa aspek penting yang dapat disimpulkan dar

hasil wawancara terhadap kelima Informan pada masing-masing tema :

I.

Dari hasil wawancara dengan informan yang bertugas dalam penyusunan
anggaran pada unit eselon I dan kantor wilayah beserta unit pelaksana teknis,
menunjukkan bahwa dalam penyusunan anggaran Standar Biaya Umum
belum maksimal diterapkan , tapi di beoerapa kegiatan ex mtin sudah
diterapkan. standar biaya khusus pada dasarnya iidak berdiri sebagai faktor
tungzal dalam menentukan keputusan anggaran. Persoalan anggaran terbentur
pada masalah pagu.

Karena Komunikasi merupakan svatu alat yang dipakai unfuk mencapai suatu
tujuan sehingga dalam penyusunan anggaran lebih efektif dan efisien,
Komunikasi antara Biro Perencanaan selaku koordinator dalam penyusunan
anggaran telah terjalin dengan baik denga para unit eselon I yaitu bagian
Penyusunan Program dan Pelaporan , Para Kantor Wilayah beserta Unit
Pelaksana Teknis (UPT).pamun di tingkat Kanwil dan UPT masth ada
kendala-kendala seperti adanya UPT yang terlambat memberikan data ke
Kantor Wilayah,

Sumber daya (jumlah dan kemanpuan) merupakan salah satu variabel yang
mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Qleh
karena i sckalipun aturan pelaksanaan kebijakan jelas dan telah
ditransmisikan dengan tepat, namun manakala sumber daya manusia terbatas

baik dari jumlah maupun kualitas (keahlian) pelaksanaan kebijakan tidak
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akan berjalan efektif. Sumber Daya dalam hal ini sumber daya manusia
berada pada kondisi yang belum memadai, hal ini dapat dilihat dari adanya
kesulitan dalam penyusunan anggaran baik dalam pengoperasian aplikasi
maupun data yang tidak akurat schingga memperlambat proses penyusunan
anggaran, dari segi sumber anggaran dan sarana prasarana penunjang masih
sangat terbatas dan belum memadai
Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan
efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus
mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi
kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk
mengimplementasikan kebijakan tersebut.dalam aspek Sikap kondisi
cukup baik walaupun belum maksimal, hal int dapat dilihat bahwa Peran
. para Pimpinan unit eselon [, Kepala kantor Wilayah, kepala Satuan kerja
dalam implementasi kebijakan sudah ada kemajuan seiriing dengan
adanya dukungan dan peran serta dalam proses pemyusunan anggaran
schingga lebih tepat sasaran, meskipun kadang tidak konsisten,
Aspek 1m berdasarkan hasil dan wawancara mengidentifikasi bahwa
Koordinasi antara unsur intern dan ekstern dalam penyusunan anggaran pada
Kementerian Hukum den HAM telah berjalan dengan baik dengan
perwujudan jalur Birokrasi yang lebih mudah untuk memperkecil kesalahan

dalam penyusunan anggaran,

Berdasarkan pendapat Informan, peneliti menyimpulkan bahwa keempat

aspek yaitu Komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi sangat

berpengaruh dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dalam hal ini kebijakan standar

Biaya Umum dalam: penyusunan anggraran.jadi keempat aspek tersebut saling

berkaitan.

Keempat aspek yaitu Komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi

Dalam penyusunan angeeran pada Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan

HAM belum berjalan maksimal, sehingga masih banyak kekurangan-kekurangan

yang terjadi dan hal ini menyebabkan penyusunan anggaran dari tahun ketahun

selalu mengalami penurinan.

Universitas Indonesia

Evaluasi implementasi..., Jusneni, Program Pascasarjana Ul, 2010






BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan serta

memberikan saran-saran terkait dengan masalah penelitian yang dapat digunakan

dalam upaya optimalisasi Implementasi Standar Biaya Umum dalam Penyusunan

Anggaran pada Kementerian Hukum dan HAM.

6.1.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yaug telah dilakukan dan berkaitan dengan

teori yang telah diuraikan,maka dapat ditarik kesimpulan. Keempat faktor yang

mempengaruhi Implementasi Kebijakan Standar Biaya Umum dalam Penyusunan

Anggaran yaitu ;

Komunikasi

Bahwa aspek Komunikasi berada pada kondisi cukup baik. Sekretarist
Jenderal melalui Biro Perencanaan telah melaksanakan fungsinya sebagai
koordinator dalam penyusunan anggaran pada Kementerian Hukum dan
HAM dengan Para Bagian Penyusunan Program dan anggaran baik di
pusat maucun didaerah, walaupun masih ada hambatan-hambatan yang
ditemukan seperti banyaknya kegiatan yang tidak miengacu ke standar
biaya, ketidak sesuvaian kegiaten dan anggaran dengan kebutuhan
sebenamya.

Sumber Daya

Aspek sumber daya berada pada kondisi kurang baik, hal ini dapat dilihat
dari adanya kesulitan baik dalam pengoperasian aplikasi maupun sarana
dan prasarana yang masih sangat terbatas, serta masih kurangnya
pemahaman dalam penyusunan anggaran yang mengacu pada Standar
Biaya Umum

Sikap _

Aspek sikap cukup baik. Sebagian besar satuan kerja sudah melaksanakan
ketentuan-ketentuan dalam penyusunan salah satunya yaitu dengan

mengacu pada Standar Biaya Umum walaupun belum maksimal karena
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kendala pagu anggaran yang terbatas dan ketidak sesuaian Standar Biaya
yang ditetapkan dengan kebutuhan yang ada.Peran dan dukungan
Pimpinan dalam implementasi kebijakan dalam penyusunan anggaran
sudah ada kemajuan seiiring dengan dilakukannya Rapat Koordinasi,
Bimbingan Teknis baik ditingkat Pusat maupun daerah yang berkaitan

dengan penyusunan anggaran.

o Struktur Birokrasi

Aspek ini berdasarzkan hasil wawancara cukup baik. Koordinasi antara
unsur infern dan ekstern dalam implementasi kebijakan penyusunan
anggaran pada Kementeian Hukum dan HAM telah berjalan dengan baik
dengan perwujudan jalur Birokrasi yang lebih mudah untuk memperkecil
kesalahan dalam penyusunan anggaran, namun kendalanya kadangkala
kebijakan tidak konsisten apabila unsur kepentingan itu dimasukkan

sehingga apa yang sudah disepakati atau dijadikan acuan akan sia-sia saja.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang ingin pencliti sampaikan bagi

perwujudan Impelementasi Kebijakan Standar Biaya Umum dalam Penyusunan

Anggaran, adalah sebagai berikut :

1.

Biro Perencamaan sebagai kocrdinator agar menerapkan perencanaan dan
pengendalian yang lebih baik terhadap proses penyusunan anggaran, sehingga
Koordinasi anfara unit pusat, dan satuan kerja dalam rangka penyusunan
anggaraan dapat mewujudkan elemen partisipasi antara pihak-pihak terkait.
Perlunya Sosialisasi pengoperasian apitkasi bagi operator di bagian
penyusunan program dan pelaporan baik pusat maupun daerah, serta
didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Para Pimpinan sebagai pembuat kehijakan diharapakan partisipast dan
pcrannya dalam penyusuna anggaran lebih konsisten schingga penyusunan
anggaran lebih teraaral, efektif dan cfisicn.

Strukfur Birokrasi yang lebth fleksibel, sehingga mempermudah dalam

penyusunan anggaran.

Universitas Indonesia

Evaluasi implementasi..., Jusneni, Program Pascasarjana Ul, 2010



Lh

103

Dalam Pengelolaan dan penyusunan anggaran pada unit terkait diharapkan
mengacu pada Standar Biaya Umum seperti Peraturan Menteri Keuangan
No.01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum sebagai acuan dan

Penyusunan anggaran .

Untuk mengurangi revisi selain Standar Biaya Umum, Data dukung sangat

diperlukan agar kegaiatan yang diajukan tidak diblokir.
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PEDOMAN WAWANCARA

A, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1.

Bagaimana menurut Bapak / Ibu mengenai implementasi SBU dalam
mewujudkan sistem anggaran yang efisien dan efektif ?

Hal apakah yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam penyusunan
anggaran ?7

Bagaimana menurut Bapak / Ibu mengenai implementasi SBU dalam
penyusunan anggaran berbasis kinerja ?

Mohon dapat dijelaskan mengenai penyusunan anggaran pada unit
Bapak / Tbu

B. KOMUNIKASI

1.
-

Bagaimana pemahaman tentang kebijakan SBU pada unit Bapak / Ibu
Apa hambatan yang ditemui dalam melakukan koordimasi antar unit
pelaksana teknis Bapak / Ibu dengan Biro Perencanaan sebagai
koordinator dalam penyusunan anggaran ?

Dalam sistem penyusunan anggaran informasi yang konsisten sangat
dibutuh kan guna mendukung penyusunan anggaran yang mengacu
kepada beberapa standar salah satunya Standar Biaya Umum, mohon
dijabarkan arus informasi tersebut ! (antara Biro Perencanaan dengan

UPT yang bersangkutan)

C. SUMBER DAYA

1.

Apakah sumber daya manusia dalam hal ini operator telah memiliki
kompentensi yang cukup dalam penyusunan anggaran yang mengacu
kepada SBU ?

Dalam penyusunan anggaran mengacu kepada SBU diperlukan
dukungan aplikasi komputer, mohon dijetaskan bagaimana kualifikasi
yang dibutubkan dalam mendukung implementas: kebijakan SBU !
Selain dukungan perangkat keras dan lunak komputer dalam
penyusunan anggaran, keberadaan sumber dana yang memadai sangat

diperlukan, bagaimana keadaan sumber daya dana dalam mendukung
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proses penyusunan anggaran mengacu kepada SBU pada Unit Bapak /
Tbu

D. SIKAP
1. Dalam penyusunan anggaran mengacu kepada SBU usulan kegiatan

adalah faktor krusial dalam implementasi kebijakan, apakah saat ini
~usulan kegiatan sudah dapat dikirimkan sesuai jadwal yang telah
citetapkan ?

2. Sejauh ini apakah unit Bapak / Ibu sudah melakukan penyusunan
anggaran sesuat dengan SBU 7

3. Apakah kepala UPT Bapak / Ibu saat ini sudah tendukung

penyusunan anggaran

E. STRUKTUR BIROKRASI
1. Apakah struktur Birokrasi saat ini sudah mendukung pelaksanaan

penyusunan anggaran yang mengacu kepada SBU ?
2. SBU adalah bentuk implementasi kebijakan yan dilaksanakan guna
menuju  keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan, bagaimana

pendapat Bapak / Tbu mengenai hal ini ?
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